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KATA PENGANTAR 

 
Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun  2026 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan tahunan yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 serta 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( 

RPJMD ) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, 

sesuai dengan tugas pokok danfungsi yang menjadi 

tanggung jawab Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik. 

Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2023 

tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 

pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2021 - 2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan. Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2021 - 2026 

serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2026. 

Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2026 

memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang 

direncanakan pada Tahun 2026 berdasarkan hasil Forum Organisasi 

Perangkat Daerah ( Forum OPD ) dan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik Tahun ini mengakomodasi amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan tatacara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.   
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Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2026, diharapkan semoga dapat diimplementasikan sebaik-

baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. 

Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak 

senantiasa diharapkan bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik pada masa mendatang. 

 

Gresik, 04 Oktober 2025 

CAMAT BENJENG 

 

 

 

NURUL FUAD, S.Sos, MM. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19681103 199003 1 006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 

2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran 

dari Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah 

implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menjadi tanggung 

jawab semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan 

pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam 

pelaksanaan program kegiatan tahunan. 

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, rencana kerja Kecamatan 

Benjeng tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan 

atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis. 

 

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng 

didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal 
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diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagaimana diamanatkan 

pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata 

cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya 

Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Tahun 2026 ini akan menjadi 

bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA- SKPD ) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA-SKPD ) Kecamatan Benjeng 

Tahun 2026, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan 

program dan kegiatan selama tahun 2026 dan selanjutnya akan 

dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Kecamatan Benjeng untuk mengetahui realisasi pencapaian 

target indikator kinerja dan penyerapan anggaran. 

 

Rencana Kerja Kecamatan Benjeng yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan 

pada tahun 2026, dengan maksud untuk memberikan landasan dan 

pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan 

tugas sebagai manifestasi kegiatan pembangunan di Kecamatan 

Benjeng. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi 

Kecamatan dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dan 

menyinergikan serta mewujudkan visi dan misi Kecamatan Benjeng, 

pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD dan 

swadaya masyarakat oleh karena itu program-program pembangunan 

tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 
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Tahun 2026. 

Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Benjeng Tahun 2026 

memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Benjeng serta kerangka 

pendanaan daerah, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses 

Penyusunan RAPBD dan mengacu kepada 

Rancangan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 serta hasil 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 

sebelumnya. 

KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA 

K/L 
DAN RENJA PROVINSYKABUPATEN/KOTA 

 

 

 
1.2. LANDASAN HUKUM 

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan 

penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tahun 2023, antara 

lain meliputi : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
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Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2016 – 2021; 

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Kecamatan Kabupaten Gresik. 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050—5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesikasi

 dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus 

dimiliki oleh Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah : 

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-

SKPD ) Kecamatan Benjeng; 

2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) 

Kecamatan Benjeng; 

3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RKA- SKPD ) Kecamatan Benjeng; 

4. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Benjeng; 

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

DPA – SKPD ) Kecamatan Benjeng; 

6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Kecamatan Benjeng. 



     
 

  6  

 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1.3.1. Maksud 

Maksud disusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2026 adalah untuk menyusun 

dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional 

dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis 

(Renstra) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2021 - 

2026 serta dasar evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 

SKPD. 

1.3.2. Tujuan 

Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 

2026 adalah sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan 

prioritas pembangunan di Kecamatan Benjeng. Disamping itu 

Rencana Kerja 

Kecamatan Benjeng ini juga digunakan sebagai evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya guna penyusunan kegiatan tahun 

mendatang. 

Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2023 adalah : 

1. Menjabarkan arahan Renstra Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik tahun 2021 - 2026 kedalam Rencana Kerja yang 

dilaksanakan Kecamatan Benjeng pada Tahun 2026. 

2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah 

Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini 

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja 

Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik tahun 2023 ini merupakan bahan 
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finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik. 

3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 

2026 dan DPA OPD Tahun 2026. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

 
BAB I : PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

 
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN 

BENJENG TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Benjeng Tahun 

Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Benjeng 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Benjeng 

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Kecamatan Benjeng 

2.4. Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat 

 
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

1.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 

1.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 

1.3 Program dan kegiatan 

 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 
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DAERAH  

BAB V : PENUTUP 

LAMPIRAN 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 
 

 
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN RENSTRA SKPD 

Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2026 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA-SKPD) untuk ditetapkan menjadi Dokumen 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di rencanakan dalam 

Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Benjeng Tahun 2025, 

dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran ( DPA-SKPD ) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran ( DPPA-SKPD ) Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2025. 

Disamping itu Rencana Kerja ( Renja ) merupakan Dokumen 

Perencanaan yang akan dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat 

Daerah ( OPD ) dan menentukan arah tujuan organisasi sesuai 

dengan yang di perioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan 

pokok. 

Dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng adalah 

rancangan Renstra Kecamatan yang mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah ( RPJMD ) tahun 

2025 – 2029. 

Capaian Kinerja Tahun 2024 dan perkiraan Capaian Kinerja 

tahun 2025, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja 

program dan kegiatan pada tahun 2026, agar target capaian indikator 

sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis ( Renstra Tahun 

2026 ) dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 
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Kecamatan Benjeng diukur dari sasaran strategis mendapat predikat  

Baik, yang diBenjengg oleh pelaksanaan 6 program dan 13 

kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 

4.374.185.189,14 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta 

seratus delapan puluh lima seratus delapan puluh sembilan empat 

belas sen)  dengan realisasi sebesar Rp  4.052.270.189.66 (empat 

milyar lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus 

delapan puluh sembilan enam enam sen) atau 92.64%, sehingga 

masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 321.914.999,48 ( tiga 

ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan empat puluh delapan sen ). 

Adapun capaian Renja Kecamatan Benjeng tahun 2025 tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

 
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Rp 4.106.127.689,76  dan dapat dilaksanakan 

sesuai dengan target kinerja yang  telah  ditetapkan.  

Sedangkan  realisasi  anggaran  sebesar Rp 3.822.062.490  

atau 93.08 %. 

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan 

dimaksud sebagai berikut : 
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1.1 Kegiatan : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN 

EVALUASI KINERJA PERANGKAT 

DAERAH 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp.17,980,000 

 Realisasi : Rp.17,979,630 (100%) 

 Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi 

perangkat daerah 

   4 dokumen, 100% 
 

 

1.2 Kegiatan : ADMINISTRASI KEUANGAN 

PERANGKAT DAERAH 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp.3,526,507,278 

 Realisasi : Rp.3,293,702,079.66 

(93.40%) 

 Keluaran : Jumlah penyediaan 

administrasi 

keuangan perangkat daerah 

  12 Bulan 

1.3 Kegiatan : ADMINISTRASI UMUM 

PERANGKAT DAERAH 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp.121,740,811 

 Realisasi : Rp.119,427,395 (98.10%) 

 Keluaran : 

 

 

Jumlah penyediaan 

administrasi umum Perangkat 

Daerah 

   12 bulan 

1.4 Kegiatan : PENYEDIAAN JASA 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp.367,939,600 
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 Realisasi : Rp.321,132,759.00 (87.28%) 

 Keluaran : Jumlah pengadaan sarana 

dan prasarana gedung kantor 

  : 100 % 

1.5 
 

Kegiatan : PEMELIHARAAN BARANG 

MILIK 

 : DAERAH PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Realisasi Fisik : 100% 

Anggaran : Rp.71,960,000 

Realisasi : Rp.69,820,626 (97.03%) 

Keluaran : 

 

Jumlah Fasilitasi 

pemeliharaan barang milik 

daerah 

 : 12 bulan 

 

Dari 6 (enam) kegiatan tersebut 3 (tiga) kegiatan terserap 100% 
dan 

3 (kegiatan) kegiatan terserap 96.04% karena terdapat

 efisiensi penggunaan listrik dan telepon. 

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK 

 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

terdiri dari  2  (dua)  kegiatan  dengan  alokasi  anggaran  

sebesar Rp. 2,347,500 ( dua juta tiga ratus empat puluh tujuh 

ribu lima ratus rupiah ). Sedangkan  realisasi  anggaran  sebesar 

Rp. 2,347,500 ( dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima 

ratus rupiah ) atau 100 %. Adapun rincian realisasi anggaran dan 

kinerja dari kegiatan dimaksud sebagai berikut : 

 



     

  14  

 

 

2.1 Kegiatan : PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN YANG TIDAK 

DILAKSANAKAN OLEH UNIT 

KERJA PERANGKAT DAERAH 

YANG ADA DI KECAMATAN 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp. 1,565,000 

 Realisasi : Rp. 1,565,000 

 Keluaran : Jumlah Kegiatan peningkatan 

Kematangan Pelayanan Publik 

  100% 

 

2.2 Kegiatan : PELAKSANAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN YANG 

DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp.782,500 

 Realisasi  : Rp.782,500.00 

 Keluaran : Tingkat Kematangan Pelayanan 

Publik 

  100% 

 
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN 

Program Pemberdayaan Msayarakat Desa dan Kelurahan terdiri 

dari 2 (dua) kegiatan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan target 

kinerja 140,707,500 ( seratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh 

ribu lima ratus rupiah ) dan Sedangkan  realisasi  anggaran  

sebesar  Rp 122,459,100 ( seratus dua puluh dua juta empat ratus 

lima puluh sembilan ribu seratus rupiah )  (89.79 %). 

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan 

dimaksud sebagai berikut : 

 

3.1 Kegiatan : KOORDINASI KEGIATAN 

PEMBERDAYAAN DESA 
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 Realisasi Fisik : 100 % 

 Anggaran : Rp  82,330,000 

 Realisasi : Rp  73,922,200 (89.79 %) 

 Keluaran : Persentase desa yang difasilitasi 

dalam perencanaan 

Pembangunan 

  100 Persen 

3.2 Kegiatan : PEMBERDAYAAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN 

TINGKAT 

KECAMATAN 

 Realisasi Fisik : 100 % 

 Anggaran : Rp 58,377,500 

 Realisasi : Rp 48,536,900 (83.14 %) 

 Keluaran : Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat 

Kecamatan yang dibina 

pelaksanaan kegiatan FKUB 

Jumlah pelaksanaan BUMDes 

Jumlah pelaksanaan Kopwan  

Jumlah pelaksanaan KSPPS 

 

Seluruh kegiatan pada program pemberdayaan masyarkat desa 

dan kelurahan dapat dilaksanakan dengan baik dan anggaran 

terserap sesuai target atau 100%. 
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4. PROGRAM KOORDINASI KOORDINASI KETENTRAMAN

 DAN KETERTIBAN UMUM 

Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan 

kemasyarakatan desa terdiri  dari  2  (dua)  kegiatan  dengan  

alokasi  anggaran  sebesar Rp 50,765,000 dan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp   47,964,600 atau   

94.48 %. 

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan 

dimaksud sebagai berikut : 

 

4.1 Kegiatan : KOORDINASI UPAYA 

PENYELENGGARAAN 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp   34,500,000 

 Realisasi : Rp   34,500,000 (100%) 

 Keluaran : Jumlah pembinaan dan 

pemantauan situasi lingkungan 

  12 Bulan 

4.2 Kegiatan : KOORDINASI PENERAPAN DAN 

PENEGAKAN PERATURAN 

DAERAH DAN PERATURAN 

KEPALA DAERAH 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp   16,265,000 

 Realisasi : Rp   13,464,600.00 (82.78%) 

 Keluaran : Monev pelaksanaan keamanan 

lingkungan desa 

  23 desa 
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5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM 
 
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri 

dari 1 (satu) kegiatan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

target kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan sebesar Rp  

10,925,000 dengan realisasi keuangan sebesar  8,124,800 (74.37 

%). Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan 

dimaksud sebagai berikut : 

5.1 Kegiatan : PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM SESUAI 

PENUGASAN KEPALA DAERAH 

DESA 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp     10,925,000 

 Realisasi : Rp     8,124,800 (74.37%) 

 Keluaran :  Jumlah kegiatan 

pemerintahan umum sesuai 

dengan penugasan kepala 

daerah yang dilaksanakan 

  23 orang 

 

 
 

 
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 

DESA 

 

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri 

dari 1 (satu) kegiatan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

target kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan sebesar Rp 

22.246.000,00 (100%) dengan realisasi sebesar. 

Adapun rincian realisasi anggaran dan kinerja dari kegiatan 

dimaksud sebagai berikut : 
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6.1 Kegiatan : FASILITASI, REKOMENDASI DAN 

KOORDINASI PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN   

PEMERINTAHAN 

DESA 

 Realisasi Fisik : 100% 

 Anggaran : Rp   63,312,500.00 

 Realisasi : Rp   49,311,700.00 (77.89%) 

 Keluaran :  Jumlah Fasilitasi, 

Rekomendasi dan Koordinasi  

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

  23 desa 
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Tabel 2.1. T-C.29 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 OPD Kecamatan Benjeng 
 

 
 
 

 

 
 

 
Kode 

 
 

 

 

 

Program / 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

 
 

 

 

 

Indikator 
Kinerja Program 

(Outcome) / 
Kegiatan 
(Output) 

 
 

 

Target 
Kinerj

a 
Capaia

n 

Progra

m 
Renstr

a PD 

 

Realisa
si 

Target 

Kinera 
Hasil 

Progra
m dan 
Keluar

an 
Kegiat

an 

s.d 
Tahun 
(n-2) 
2024 

 

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Tahun 2025 

 

 

Target 
Progra
m dan 
Kegiat

an 
Renja 

PD 

Tahun 
(n-
1) 

202

5 

 
Perkiraan Realisasi 

Capaian Target 
Renstra PD s/d 

Tahun 2025 

 

 
Target 

Renja PD 

Tahun (n- 
2) 2024 

 
Realis
asi 

Renja 

PD 
Tahun 

(n-2) 
2025 

 

 
Tingk

at 

Realis
asi (%) 

 
Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d Tahun 
(n-1) 2025 

% 

Tingk

at 
Capai
a n 

Reali

sa si 
Targe

t 
Renst

r 
a (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(11)=(10) 

/(4) 

      
UNSUR KEWILAYAHAN 

         

7 1     KECAMATAN          

7 1 
    

KECAMATAN 
BENJENG 

         

 
7 

 
1 

 
1 

   PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai Survey 

Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan Benjeng 
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Persentase 
ketercapaian 
sasaran program 
OPD 

 

 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
01 

 Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

         

      Jumlah dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi 
kinerja Perangkat 
daerah 

Jumlah dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 

4 

dokume
n 

4 
dokumen 

4 dokumen 4 

dokume
n 

100% 4 

dokume
n 

8 
 

2 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
01 

0 

1 

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

         

      Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
dan 
penganggaran 

4 
Dokumen 

4 dokumen 4 dokumen 
4 

dokumen 
 

100 

4 
dokumen 

8  
2 

 

7 

 

1 

 

1 

 

2 

 

01 

 
0 

6 

Koodinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

         

      Jumlah Laporan 
Capaian dan 
Realisasi Kinerja yang 
disusun 

Jumlah laporan 
capaian dan 
realisasi 
kinerja 

4 
Laporan 

 
4 Laporan 

 
4 Laporan 

4 
Laporan 

 
100 

4 
Laporan 

 
8 

 
2 

7 1 1 2 01 
0 

7 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

         

      Jumlah Laporan 
kinerja yang 
dievaluasi 

Jumlah 
laporan 
evaluasi 
kinerja 

- - - 
- - - 

- - 
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7 1 1 2 02 
 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

         

       
Jumlah penyediaan 
administrasi keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah fasilitasi 
pembayaran gaji 

dan Tunjangan 
ASN dan 
penyusunan 
laporan 
keuangan 

 

 
12 bulan 

 

 
12 bulan 

 

 
12 bulan 

 

 
12 
bulan 

 

 
100 

 

 
12 
bulan 

 

 
36 

 

 
9 

7 1 1 2 02 
0 
1 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

         

      
Jumlah 
pembayaran gaji 
dan tunjangan ASN 

Jumlah 
pembayaran gaji 
dan tunjangan 
ASN 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 36 9 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
02 

 

0 

5 

Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun 
SKPD 

         

      
 

Jumlah Laporan 
Keuangan yang 

disusun 

 
Jumlah 
laporan 

keuangan 

 

5 

Laporan 

 

 
5 Laporan 

 

 
5 Laporan 

 

5 

Laporan 

 

 
100 

 

5 

Laporan 

 

 
15 

 

 
3,75 

7 1 1 2 06 
 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

         

      Jumlah 
penyediaan 
administrasi 
umum 

Perangkat 
daerah 

Jumlah 
penyediaan 

administrasi 
umum 

perkantoran 

 
12 
bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 
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7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
06 

0 

1 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

         

      
Jumlah penyediaan 
komponen dan alat 
listrik 

Jumlah 
penyediaan 
komponen dan 
alat listrik 

 
- 

 
8 jenis 

 
8 jenis 

 
8 jenis 

 
100% 

 
8 jenis 

 
24 

 
6 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
06 

0 

2 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 
Kantor 

         

      Jumlah penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

 
7 jenis 

 
6 jenis 

 
6 jenis 

 
6 jenis 

 
100% 

 
6 jenis 

 
18 

 
4,5 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
06 

0 

1 

 
Penyediaan Bahan 
Logistik 

         

      
Jumlah penyediaan 
bahan logistik 

Jumlah 
penyediaanbaha
n logistik 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100% 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

7 1 1 2 06 
0 

2 

Penyediaan barang 
cetakan dan 

penggandaan 

         

      
Jumlah barang cetakan 
dan penggandaan 

Jumlah 
barang 
cetakan dan 
penggandaan 

 
5 jenis 

 
5 jenis 

 
5 jenis 

 
5 jenis 

 
100% 

 
5 jenis 

 
15 

 
3,75 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
06 

0 
4 

Penyediaan Bahan 
bahan bancaan dan 
perturan 
perundang-undangan 

         

      
Jumlah penyediaan 
bahan 
bacaan/majalah 

Jumlah penyediaan 
bahan 
bacaan/majalah 

 
12 Bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 
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7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
06 

0 

9 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

         

      Jumlah pelaksanaan 
rapat- rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 

Jumlah 
pelaksanaan 
rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
07 

 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

         

      jumlah pengadaaan 
sarana dan 
prasarana gedung 
kantor 

jumlah 
pengadaaan 
sarana dan 
prasarana 

gedung kantor 

 
9 jenis 

 
9 jenis 

 
9 jenis 

 
9 jenis 

 
100 

 
9 jenis 

 
27 

 
6,75 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
07 

 
1 

0 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

         

      
Jumlah pengadaan 
sarana dan 
prasarana gedung 

kantor 

Jumlah 
pengadaan 
sarana dan 

prasarana 
gedung kantor 

 
9 jenis 

 
9 jenis 

 
9 jenis 

 
9 jenis 

 
100 

 
9 jenis 

 
27 

 
6,75 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
08 

 Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

         

      Jumlah fasilitasi 
penyediaan jasa 

penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah fasilitas 
penyediaan jasa 

penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah 

 

12 bulan 

 

12 bulan 

 

12 bulan 

 

12 bulan 

 

100 

 

12 bulan 

 

36 

 

9 



     

  24  

 

 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
08 

0 

2 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

         

      Jumlah fasilitasi 

pembayaran listrik, air 

dan telepon 

Jumlah fasilitasi 

pembayaran 

listrik, air dan 

telepon 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

7 1 1 2 08 
0 
4 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

         

      Jumlah fasilitasi 

pembayaran jasa 
pelayanan dan 
administrasi 
kantor 

Jumlah fasilitasi 

pembayaran jasa 
pelayanan dan 
administrasi kantor 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
09 

 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

         

      Jumlah fasilitasi 

pemeliharaan barang 

milik daerah 

Jumlah fasilitasi 

pemeliharaan 

barang milik 

daerah 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 

 
7 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
09 

 

 
0 

1 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

         

 
      

Jumlah fasilitasi 
pemeliharaan 

Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah 
fasilitasi 
pemeliharaan 

Kendaraan 
Dinas 
Jabatan 

 
- 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 
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7 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
09 

 

 

0 

2 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan Pajak 
dan Perijinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

         

      
Jumlah fasilitasi 
pemeliharaan 

kendaraan dinas 
operasional 

Jumlah 
fasilitasi 
pemeliharaan 

kendaraan 
dinas 
operasional 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

7 1 1 2 09 
0 

6 

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

         

      Jumlah fasilitasi 

pemeliharaan 

peralatan kantor 

Jumlah fasilitasi 

pemeliharaan 

peralatan 

kantor 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 
7 

 
1 

 
1 

 
2 

 
09 

0 
9 

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

         

      Jumlah fasilitasi 

pemeliharaan gedung 
kantor 

Jumlah fasilitasi 

pemeliharaan 

gedung 
kantor 

 
2 gedng 

 
2 gedung 

 
2 gedung 

2 

gedung 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

09 

 

1 

1 

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Sarana dan 
Prasarana 
PenBenjengg Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

         

 
7 

 
1 

 
4 

   
Jumlah fasilitasi 
pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana gedung 
kantor 

Jumlah fasilitasi 
pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana gedung 

kantor 

 
 

12 bulan 
 

12 bulan 
 
12 bulan 

 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 



     

  26  

 

 

 

 
7 

 
01 

 
02 

   PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

         

       
 

 

Tingkat Kematangan 
Pelayanan Publik 

Penentuan 
tingkat 
kematangan 
berdasarkan 
fakta, analisa, 

dan justifikasi 
melandai 
Permenpan RB 
Nomor 59 Tahun 
2020 dengan 
interval 
1-5 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
100 

 
 

 
3 

 
 

 
9 

 
 

 
2,25 

 

 

7 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

2 

 

 

02 

 
Penyelenggaraan 
urusan pemerintahan 
yang tidak 
dilaksanakan oleh 

unit kerja perangkat 
daerah yang ada di 
kecamatan 

         

      Jumlah kegiatan 
peningkatan 
pelayanan publik 

Jumlah kegiatan 
peningkatan 
pelayanan publik 

1 

kegiatan 

  
1 kegiatan 

1 

kegiatan 

 
100 

1 

kegiatan 

 
3 0,75 

 

 

7 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

2 

 

 

02 

 

0 
3 

Peningkatan 
Efektifitas 
pelaksanaan 
pelayanan kepada 
masyarakat di 
wilayah kecamatan 

         

       

Jumlah fasilitasi 
pembinaan 
administrasi 
kependudukan 

Jumlah 
fasilitasi 
pembinaan 
administrasi 
kependuduk
an 

 
2 kali 

 
2 kali 

 
2 kali 

 
2 kali 

 

 
100 

 
2 kali 

 
6 

 
1,5 



     

  27  

 

 

 
7 

 
01 

 
03 

   PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 
KELURAHAN 

         

      
Persentase RKPDes 
yang ditetapkan 
tepat waktu 

 

 50% 77% 85% 85% 100% 92% 262% 0,655 

      Persentase Pelaku 
Ekonomi di Wilayah 

Kecamatan yang 
difasilitasi 

 

 
 

75% 
 

80% 
 

85% 
 

85% 
 

100% 
 

89% 
 

259% 
 

0,6475 

      Persentase Lembaga 
Ekonomi Masyarakat 
yang 

difasilitasi 

 

 
 

77% 
 

83% 
 

85% 
 

85% 
 

100% 
 

88% 
 

258% 
 

0,645 

 

7 

 

1 

 

6 

   
Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat 
Kecamatan yang dibina 

 

 
 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

80% 

 

100% 

 

80% 

 

240% 

 

0,6 

7 01 03 2 01 
 Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

         

      
Jumlah fasilitasi 
kegiatan 
pemberdayaan desa 

Jumlah fasilitasi 

kegiatan 

pemberdayaan 

desa 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 

7 

 

01 

 

03 

 

2 

 

01 

 

0 

1 

Peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam 
forum musyawarah 
perencanaan 
pembangunan didesa 

         

      
Jumlah peserta 
musrenbang 

kecamatan 

Jumlah peserta 
Musrenbang 
Kecamatan 

235 

orang 

 
150 

orang 

 
150 orang 

150 

orang 

 
100 

150 

orang 

 
450 

 
112,5 

 

7 
 

01 
 

03 
 

2 
 

01 

 
0 
3 

Peningkatan efektifitas 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah 
kecamatan 

         



     

  28  

 

 

      
Jumlah lembaga 
ekonomi desa yang 
difasilitasi 

Jumlah 
lembaga 

ekonomi desa 
yang difasilitasi 

 
26 desa 

 
26 desa 

 
26 desa 

 
26 desa 

 
100 

 
26 desa 

 
78 

 
19,5 

 
7 

 
01 

 
03 

 
2 

 
03 

 Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Tingkat Kecamatan 

         

      Jumlah fasilitasi 
pembinaan lembaga 

kemasyarakatan 
tingkat kecamatan 

Jumlah fasilitasi 

pembinaan 

lembaga 
kemasyarakatan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

       tingkat kecamatan         

7 01 03 2 03 
0 

1 

Penyelenggaraan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 

         

      
 

Jumlah fasilitasi 

Lembaga 
Kemasyarakatan 
dibidang 

pemberdayaan 
masyarakat 

Jumlah 
fasilitasi 
lembaga 
kemasyarakat
an dibidang 
pemberdayaa
n 
masyarakat 

 

 

12 bulan 

 

 

12 bulan 

 

 

12 bulan 

 

 

12 
bulan 

 

 

100 

 

 

12 bulan 

 

 

36 

 

 

9 

 
7 

 
01 

 
03 

 
2 

 
03 

0 
4 

Fasilitasi 
Pengembangan Usaha 
Ekonomi 
Masyarakat 

         

      
Jumlah pelaku 
Ekonomi diwilayah 
kecamatan yang 
difasilitasi 

Jumlah pelaku 
Ekonomi 
diwilayah 
kecamatan yang 
difasilitasi 

 

 
- 

 
26 Desa 

 
26 Desa 

 
26 Desa 

 
100 

 
26 desa 

 
78 

 
19,5 

 
7 

 
01 

 
04 

   PROGRAM 
KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

         



     

  29  

 

 

      
Persentase 
Penyelesaian Konflik di 
Kecamatan yang 
difasilitasi 

 

 

 
0% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
0,25 

 
7 

 
01 

 
04 

 
2 

 
01 

 Koordinasi upaya 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
ketertiban umum 

         

      Jumlah pelaksanaan 

koordinasi 
penyelenggaraan 
Tarntibum 

Jumlah 

pelaksanaan 

koordinasi 
penyelenggaraan 
Tarntibum 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 

 
7 

 

 
01 

 

 
04 

 

 
2 

 

 
01 

 

0 

1 

Sinergitas dengan 
kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
TNI dan instansi 

vertikal di wilayah 
Kecamatan 

         

      Jumlah pelaksanaan 
kegiatan pengendalian 
keamanan lingkungan 

Jumlah 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengendalian 
keamanan 
lingkungan 

 

12 bulan 
 

12 bulan 
 

12 bulan 
 

12 bulan 
 

100 

 

12 bulan 
 

36 
 

9 

 
7 

 
01 

 
04 

 
2 

 
02 

 Koordinasi 
penerapan dan 
penegakan peraturan 
Daerah dan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

         

      Jumlah koordinasi 
penegakan dan 

penegakan Perda dan 
Perkada 

Jumlah koordinasi 

kegiatan 

penegakan Perda 
dan Perkada 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 
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7 

 
 

 

01 

 
 

 

04 

 
 

 

2 

 
 

 

02 

 

 

0 
1 

Koordinasi/sinergi 
dengan Perangkat 

Daerah yang tugas 
fungsinya dibidang 
penegakan Peraturan 
Perundang-undangan 
dan/atau Kepolisian 
Negara RI 

         

      Jumlah pelaksanaan 
kegiatan penegakan 

perda dan perkada 

Jumlah 

pelaksanaan 

kegiatan penegakan 

Perda dan Perkada 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 

7 
 

01 
 

05 

   PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

UMUM 

         

      Persentase Penugasan 

Kepala Daerah 
yang difasilitasi 

 

 

 
0% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
0,25 

 

7 

 

01 

 

05 

 

2 

 

01 

 Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum sesuai 
dengan Penugasan 
Kepala Daerah 

         

      
Jumlah 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
umum sesuai 
penugasan Kepala 
Daerah 

Jumlah 

penyelenggaraan 
pemerintahan 
umum sesuai 

penugasan 
Kepala Daerah 

  

 
4 kali 

 

 
4 kali 

 

 
4 kali 

 

 
100% 

 

 
4 kali 

 

 
12 

 

 
3 

 
 

 
7 

 
 

 
01 

 
 

 
05 

 
 

 
2 

 
 

 
01 

 

 

0 

4 

Pembinaan 
Kerukunan 

Antarsuku dan 
Intrasuku, Umat 
Beragama, Ras, dan 
Golongan Lainnya 
Guna Mewujudkan 
Stabilitas Keamanan 
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Lokal, Regional, 
dan Nasional 

      
 

Jumlah pelaksanaan 

FKUB 

 
Jumlah 

pelaksanaan FKUB 

 
 

1 Kail 
 

1 kali 
 

1 kali 

 

 
100 

 
1 Kali 

 
3 

 
0,75 

 
7 

 
01 

 
05 

 
2 

 
01 

0 

8 

Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi 
Pimpinan di 
Kecamatan 

         

      Jumlah pelaksanaan 
forkopimcam 

Jumlah 
pelaksanaan 

Forkopimcam 

 
3 Kali 3 Kali 3 Kali 

 
100 

3 kali 9 2,25 

 
7 

 
01 

 
06 

   
PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

         

      
Persentase APBDes 
yang ditetapkan 
tepat waktu 

 

 85% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 0,25 
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7 

 
01 

 
06 

 
2 

 
01 

 Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

         

      Jumlah fasilitasi 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

Jumlah fasilitasi 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 

7 

 

01 

 

06 

 

2 

 

01 
0 

1 

Fasilitasi 
penyusunan 
Peraturan Desa 
dan Peraturan 
Kepala Desa 

         

      Jumlah Perdes 
dan Perkades 
yang disusun 

Jumlah Perdes 
dan Perkades 
yang disusun 

 52 
Dokumen 

52 Dokumen 
52 

Dokume
n 

 
100 

52 
Dokume

n 

156 39 

7 01 06 2 01 
0 
2 

Fasilitasi 
Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa 

         

      
Jumlah fasilitasi 
pembinaan 
administrasi 
pemerintahan desa 

Jumlah 
fasilitasi 
pembinaan 
administrasi 
Pemerintahan Desa 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

 
7 

 
01 

 
06 

 
2 

 
01 

0 

3 

Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
pendayagunaan aset 
desa 

         

      
Jumlah fasilitasi 
pembinaan 
pengelolaan keuangan 

desa dan aset desa 

Jumlah fasilitasi 
pembinaan 

pengelolaan 
keuangan 
desa dan aset desa 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 
12 bulan 

 

 
100 

 
12 bulan 

 
36 

 
9 

7 01 06 2 01 
0 

6 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 
pemilihan kepala 
desa 
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Jumlah desa yang 
melaksanakan Pilkades 

Jumlah desa yang 

melaksanakan 

Pilkades 

   
1 Desa 

 
1 Desa 

 
100 

  
1 

 
0,25 

 
7 

 
01 

 
06 

 
2 

 
01 

0 

7 

Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi Badan 
Permusyawaratan 
Desa 

         

      
Jumlah pembinaan 
tupoksi dan 
administrasi BPD 

Jumlah pembinaan 
Tupoksi dan 
administrasi BPD 

  
26 Desa 

 
26 Desa 

 
26 Desa 

 
100 

 
26 Desa 

 
78 

 
19,5 

 
7 

 
01 

 
06 

 
2 

 
01 

1 

3 

Fasilitasi 
Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Partisipatif 

         

       

Jumlah fasilitasi 

penyusunan 

Perencanaan 
Pembangunan 
Partisipatif 

Jumlah 
fasilitasi 

penyusunan 
perencanaan 
pembanguna
n 
partisipatif 

  

 
3 bulan 

 

 
3 bulan 

 

 
3 bulan 

 

 
100 

 

 
3 bulan 

 

 
9 

 

 
2,25 

 
7 

 
01 

 
06 

 
2 

 
01 

 
1 

6 

Fasilitasi Penyusunan 
program dan 
pelaksanaan 

pemberdayaan 
masyarakat desa 

         

      Jumlah pelaksanaan 
monev pembangunan 

Jumlah 
pelaksanaan 
monev 
pembangunan 

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 
 

100 
12 bulan 36 9 

7 01 06 2 01 
1 

7 

Koordinasi 
pendampingan desa di 
wilayahnya 

         

      Jumlah fasilitasi 
penyusunan prodeskel 

Jumlah fasilitasi 
penyusunan 
Prodeskel 

 
26 Desa 26 desa 26 desa 

 
100 

26 desa 78 19,5 
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2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 
 

 

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD sangat diperlukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan 

ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan 

adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan 

manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi 

dan regulasi. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebagai Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub 

Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana 

program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra 

tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub 

Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan 

yang diberikan. 

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, telah dapat dicapai oleh 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan performance kinerja 

Kecamatan Benjeng pada tahun 2025, adalah sebagai berikut : 

1. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan ; 

b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum ; 

c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan ; 

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa / 

Kelurahan ; 

e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan penjabat

 Sementara Kepala Desa; 

f. Pengkoordinasian administrasi pertanahan ; 

h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di 

kecamatan; 
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i. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa,  

penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa ,Alokasi Dana 

Desa dan laporan  

j. pertanggungjawaban Kepala Desa,Kerjasama Desa serta penyelesaian 

perselisihan antar desa; 

l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan 

pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan 

dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta 

peralihan status tanah negara menjadi tanah milik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku ; 

m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah 

terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah 

kerjanya ; 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

 
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi 

: 

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan 

Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ; 

b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ,ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat; 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman,ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat; 

d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan 

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati sera 

peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya; 

e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum 
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serta perlindungan masyarakat ; 

f. Pemprosesan rekomendasi persyaratan perjinan tertentu yang 

berhubungan dengan ketertiban umum ; 

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan 

ketertiban umum,perlindungan masyarakat dan kerusakan 

lingkungan ; 

h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang 

berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan ; 

i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan 

sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta 

membahayakan makluk hidup dan kelestarian lingkugan; 

j. Pembantauan operasional penegakan dan pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan 

Perundang- undangan lainnya di wilayah kerjanya; 

k. Pelaksanaa koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan 

l. Pelaksanaan tugas lain yan diberikan oleh Camat sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3. Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan 

potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; 

b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi danpeningkatan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat; 

c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaaatan potensi danpeningkatan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat ; 

d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi danpeningkastan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat; 

e. Pelaksanaaan pemberdayaaam pemanfaatan potensi dan 
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peningkatan pertumbuhan ekonomi masysrakat; 

f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah 

tertentu d I kecamatan sesuai ketentuan perundangan; 

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan 
pokok; 

h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir 

program pemerintah; 

i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang 

urusan ekonomi ; dan 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

4. Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan; 

b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program 

pembangunan desa atau kelurahan; 

c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan 

pembangunan di kecamatan; 

d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang 

berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai 

dengan perundang-undangan 

e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi 

tepat guna; dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat ; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan 

pendidikan formal dan non fomal ; 
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c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan 

program kesehatan,pendidikan, generasi muda, keolahragaan, 

kebudayaan,kepramukaan sera peranan wanita; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan 

hidup antar umat beragama; 

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan 

penyalahgunaan obat,narkotika,psikotropika,zat adiktif, dan 

bahan berbahaya lainnya; 

f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat 

penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi 

pemberian bantuan masalah sosial; 

g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial 

kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat; 

h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang 

berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
 

 
Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja 

SKPD pada tahun 2025 terhadap capaian Renstra SKPD Kecamatan 

Benjeng dapat dilihat pada lampiran Capaian Kinerja dan Kegiatan. 

Sedangkan realisasi indikator sasaran Nilai SKM Kecamatan 

Benjeng pada tahun 2025 mencapai 92,24%. Apabila dibandingkan 

dengan target realisasi Rensta, maka capaian kinerjanya sudah 

mencapai 99,9%, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra 

dapat memenuhi target yang ditetapkan 

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut diBenjengg oleh 

beberapa faktor antara lain : 

a. Adanya Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standart 

Operasional Pelayanan ( SOP ) yang menBenjengg 
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penyelenggaraan pelayanan publik; 

b. Adanya perbaikan sarana dan prasarana pelayanan; 

c. Adanya sarana pengaduan pelayanan, baik melalui kotak saran, 

saluran telepon maupun email; 

d. Adanya Benjenggan dan partisipasi masyarakat yang tinggi; 

e. Adanya koordinasi dan kerja sama antar personil dilingkungan 

Kecamatan dan sinergitas dengan lintas sektoral, lembaga 

kemasyarakatan dan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi 

kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Kecamatan Benjeng 

dapat disampaikan pada 

Tabel 2.2. (T-C.30) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Benjeng 

 

 

 

No. 

 

 

Indikator 

S 

P 

M 

 

 

IKK 

Target Renstra 
Realisasi 

Capaian 
Proyeksi 

Catatan 

Analisis 

2023 

(n-2) 

2024 

(n-2) 

2025 

(n-2) 

2026 

(n-2) 

2023 

(n-2) 

2024 

(n-2) 

2025 

(n-2) 

2026 

(n-2) 

 

 

 

1. 

Nilai 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarak

at 

pelayanan 

Kecamatan 

   

 

92% 

 

 

93% 

 

 

94% 

 

 

94% 

 

 

92.2% 

 

 

96% 

 

 

98% 

 

 

98% 

Realisasi 

di 

Triwulan 
I 2026 

 
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan Benjeng sejauh ini dapat diuraikan 

tingkat kinerja pelayanan SKPD di Benjengg 8 ( delapan ) program dan 

10 ( sepuluh ) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. 

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam menBenjengg pencapaian 

sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik. 
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Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

hal pelayanan baik di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Umum, 

Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Ketentraman dan Ketertiban 

wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

Permasalahan : 

1. Kompetensi SDM dalam bidang teknologi dan informasi serta 

kebutuhan analis dan pengolah data dibidang pelayanan, 

pemerintahan, ekonomi, pembangunan, Kesra dan Trantib, masih 

perlu dimaksimalkan dalam menjalankan tugas-tugasnya, 

termasuk dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis tertentu yang 

membutuhkan pelatihan dan bimbingan teknis; 

2. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang 

layak/representatif, apalagi Kecamatan Benjeng sebagai tempat 

pelayanan cetak e-KTP; 

3. Adanya Refocusing Anggaran yang menyebabkan beberapa 

kegiatan terhambat pelaksanaannya. 

 

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja 

antara lain : 

1. Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia. 

Meningkatkan pengetahuan dan keamampuan SDM Aparatur 

melalui pembinaan, sosialisasi, bimtek dan diklat; 

 
2. Peningkatan Sarana dan prasarana 

a. Menyediakan tempat pelayanan yang nyaman dan representatif 

bagi warga masyarakat ( adanya ruang tunggu, ruang merokok, 

ruang laktasi, taman baca, tempat parkir, alat pemadam 

kebakaran dan toilet dan titik kumpul ) 
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b. Mengupayakan fasilitas penyebarluasan informasi kepada 

masyarakat melalui papan pengumuman, leaflet dan website 

yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat 

 
3. Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan antara lain : 

a. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi melalui 

kegiatan Konferensi Dinas, Kepala Desa dan Perangkat Desa 

b. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan 

c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap 

mengedepankan aturan yang telah ditetapkan ( SOP ) 

d. Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik ( SPP 
) 

e. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat untuk segera 

diselesaikan. 

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan 

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah : 

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 



     

  42  

 

 

 

 

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

 
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) 

Kabupaten Gresik Tahun 2026 dirumuskan dari hasil musyawarah 

perencanaan ( Bottum up ) Kecamatan ( Musrenbangkec ) 

berdasarkan usulan program dan kegiatan dari Desa/Kelurahan yang 

termuat Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

Tahun 2026 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2026 

tersebut dijadikan bahan dan pembahasan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun menjadi 

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 

2026. 

Berdasarkan riveuw Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Tahun 

2026 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan 

Kecamatan Benjeng dengan hasil sebagai berikut : 

1. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah, maka untuk penyusunan 

Rencana Kerja Tahun 2026 program, kegiatan dan sub kegiatan 

menyesuaikan. 

2. Program dan kegiatan pada tahun 2024 yang masih dibutuhkan, 

maka tetap diusulkan pelaksanaannya pada tahun 2026. 

3. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk belanja barang dan jasa 

serta belanja modal untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

pelayanan, sehingga diharapkan pada akhir periode Renstra, 

tujuan dapat tercapai sesuai target. 
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Tabel 2.3 (Tabel T-C.31) 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 

Kabupaten Gresik 

OPD Kecamatan Benjeng 
 

  

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Cata
tan 

Pen
ting 

No. 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Lok
asi 

Indikator 
Kinerja 

Targe

t 
Capai

an 

2026 

Pagu 
Indikatif 
(Rp. 000) 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuh
an Dana 
(Rp.000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

7.0
1 

KECAMATAN 
BENJENG 

   
4,782,955

,549.96 
KECAMATAN 
BENJENG 

   
4,782,95
5,549.96 

 

1.2 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAH 

DAERAH 
KABUPATEN/
KOTA 

   

Persentase 

ketercapaian 
sasaran 

program 
OPD 

100 % 
 
4,344,435

,050 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAH 

DAERAH 
KABUPATEN/
KOTA 

  

Persenta
se 

ketercap
aian 

sasaran 
program 
OPD 

100 % 
  

4,344,43

5,050 

  

2.0

1 

Penyusunan 

Dokumen 

  Kec. 

Benje

Jumlah 

dokumen 

4 

doku
 8,087,900 

Penyusunan 

Dokumen 

  Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 

dokumen 

4 

dokume

8,087,90

0 
 



     

  45    45  

 

 

Perencanaan  ng,                         perencanaan 
perangkat 
daerah 

men Perencanaan  perencan
aan dan 
pengangg

aran OPD 

n 

01.

1 

Koordinasi 

dan 
penyusunan 

Dokumen 
RKA-SKPD 

Kec. 
Benje

ng,                        

Jumlah 
Dokumen 
RKA SKPD 

dan laporan 
hasil 

koordinasi 
penyusunan 

Dokumen 
RKA-SKPD 

 4 
doku

men  

  
13,145,90

0 

Koordinasi dan 
penyusunan 

Dokumen 
RKA-SKPD 

Kec. 

Benjeng,                        

Jumlah 
Dokumen 

RKA 
SKPD dan 
laporan 

hasil 
koordinas

i 
penyusun

an 
Dokumen 
RKA-

SKPD 

 4 
dokume

n  

  
13,145,9

00 

 

01.
2 

Koordinasi 
dan 

penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 

RKA-SKPD 

Kec. 

Benje
ng,                        

 Jumlah 
Dokumen 

Perubahan 
RKA SKPD 

dan laporan 
hasil 
koordinasi 

penyusunan 
Dokumen 

Perubahan 

4 

doku
men 

780.000 

Koordinasi dan 
penyusunan 

Dokumen 
Perubahan 

RKA-SKPD 

Kec. 
Benjeng,                        

 Jumlah 
Dokumen 

Perubaha
n RKA 

SKPD dan 
laporan 
hasil 

koordinas
i 

penyusun

4 

dokume
n 

780.000  



     

  46    46  

 

 

RKA-SKPD an 
Dokumen 
Perubaha

n  RKA-
SKPD 

01.
3 

Koordinasi 
dan 

penyusunan 
Dokumen 

DPA-SKPD 

Kec. 

Benje
ng,                        

Jumlah 
Dokumen 

DPA SKPD 
dan laporan 

hasil 
koordinasi 

penyusunan 
Dokumen 
DPA-SKPD 

4 

doku
men 

762.000 

Koordinasi dan 

penyusunan 
Dokumen 
DPA-SKPD 

Kec. 
Benjeng,                        

Jumlah 

Dokumen 
DPA 
SKPD dan 

laporan 
hasil 

koordinas
i 

penyusun
an 
Dokumen 

DPA-
SKPD 

4  

dokume
n 

762.000  

 
01.
4 

Koordinasi 
dan 

penyusunan 
Dokumen 

Perubahan 
DPA-SKPD 

Kec. 
Benje
ng,                        

Jumlah 

Dokumen 
DPA SKPD 

dan laporan 
hasil 
koordinasi 

penyusunan 
Dokumen 

Perubahan 

4 
doku
men 

558.800 

Koordinasi dan 

penyusunan 
Dokumen 
Perubahan 

DPA-SKPD 

Kec. 
Benjeng,                        

Jumlah 

Dokumen 
DPA 

SKPD dan 
laporan 
hasil 

koordinas
i 

penyusun

4 
dokume

n 
558.800  



     

  47    47  

 

 

DPA-SKPD an 
Dokumen 
Perubaha

n DPA-
SKPD 

01.
5 

Koordinasi 
dan 
penyusunan 

Laporan 
Capaian 

Kinerja dan 
ikhtisar 

Realisasi 
Kinerja SKPD 

  Kec. 
Benje

ng,                         

Jumlah 

laporan 
capaian dan 

realisasi 
kinerja SKPD 
dan Laporan 

Hasil 
Koordinasi 

Penyusunan 
Laporan 

Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 

Realisasi 
Kinerja 

   4 
Lapor

an 

772.500 

Koordinasi dan 
penyusunan 

Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 

ikhtisar 
Realisasi 

Kinerja SKPD 

  Kec. 
Benjeng,                         

Jumlah 

laporan 
capaian 
dan 

realisasi 
kinerja 

SKPD dan 
Laporan 

Hasil 
Koordinas
i 

Penyusun
an 

Laporan 
Capaian 

Kinerja 
dan 
Ikhtisar 

Realisasi 
Kinerja 

4 
Laporan 

772.500 

 

01.

6 

Evaluasi 

Kinerja 

Kec. 

Benje

Jumlah 

laporan 

 4 

Lapor
546.000 

Evaluasi 

Kinerja 

Kec. 

Benjeng,                        

Jumlah 

laporan 

 4 

Laporan  
546.000  

 



     

  48    48  

 

 

Perangkat 
Daerah 

ng,                        kinerja 
perangkat 
daerah 

an  Perangkat 
Daerah 

kinerja 
yang 
dievaluasi  

2.0
2 

Administrasi 

Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

 

Jumlah 
penyediaan 

administrasi 
keuangan 
Perangkat 

Daerah 

100 
% 

3,632,185
,149 

Administrasi 

Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

 

Jumlah 

penyedia
an 

administ
rasi 
keuangan 

Perangka
t Daerah 

12 
bulan 

3,632,18
5,149 

 

02.

1. 

Penyediaan 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN 

  Kec. 

Benje
ng,                         

Jumlah 

orang yang 
menerima 

Gaji dan 
Tunjangan 

ASN 

23 
orang

/ 
bulan 

3,632,185,

149 

Penyediaan 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN 

  Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 

orang 
yang 

menerima 
Gaji dan 
Tunjanga

n ASN 

23 

orang/b
ulan 

3,632,18

5,149 
 

02.

2 

Koordinasi 

dan 
Penyusunan 
Laporan 

Keuangan 
Akhir Tahun 

SKPD 

 Kec. 
Benje

ng,                         

Jumlah 
Laporan 

Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD dan 

Laporan 
Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

4  
lapora

n 

993.200 

Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan 

Keuangan 
Akhir Tahun 

SKPD 

 Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 
Laporan 

Keuangan 
Akhir 
Tahun 

SKPD dan 
Laporan 

Hasil 
Koordinas

4  

laporan 
993.200  



     

  49    49  

 

 

Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 

SKPD 

i 
Penyusun
an 

Laporan 
Keuangan 

Akhir 
Tahun 

SKPD 

2.0
6 

Administrasi 

Umum 
Perangkat 

Daerah 

 

Jumlah 
penyediaan 

administrasi 
umum 

Perangkat 
Daerah 

100 
% 

250,276,7
01 

Administrasi 

Umum 
Perangkat 

Daerah 

 

Jumlah 

penyedia
an 

administ
rasi 

umum 
Perangka
t Daerah 

12 
bulan 

250,276,
701 

 

06.
1 

 Penyediaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

  Kec. 

Benje
ng,                         

 Jumlah 
penyediaan 

peralatan 
dan 

perlengkapan 
kantor 

8 
jenis 

84,491,90
0 

 Penyediaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

  Kec. 
Benjeng,                         

 Jumlah 

penyediaa
n 

peralatan 
dan 

perlengka
pan 
kantor 

8 jenis 
84,491,9

00 
 

06.
4 

Penyediaan 
Bahan Logistik 

 Kec. 

Benje
ng,                         

Jumlah 

penyediaan 
bahan 

4 
jenis 

26,148,00
0 

Penyediaan 
Bahan Logistik 

 Kec. 
Benjeng,                         

Jumlah 

penyediaa
n bahan 

4 jenis 
26,148,0

00 
 



     

  50    50  

 

 

logistik logistik 

06.
5 

 

Penyediaan 

Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

 Kec. 
Benje

ng,                         

Jumlah 

barang 
cetakan dan 

penggandaan 

2 
jenis 

12,298,00
1 

Penyediaan 

Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

 Kec. 
Benjeng,                         

Jumlah 
barang 

cetakan 
dan 

penggand
aan 

12 bulan 
12,298,0

01 
 

06.

9 

Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi 

dan 
Konsultasi 

SKPD 

  Kec. 

Benje
ng,                         

Jumlah 
pelaksanaan 
rapat-rapat 

koordinasi 
dan 

konsultasi 

12 

lapora
n 

20,961,00

0 

Penyelenggara
an Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

  Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 

pelaksana
an rapat-
rapat 

koordinas
i dan 

konsultas
i 

12 

Laporan 

20,961,0

00 
 

06.
6 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 
dan Peraturan 

Perundang-
Undangan 

Kec. 
Benje

ng, 

Jumlah 

Dokumen 
Bahan 

Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
Undangan 
yang 

Disediakan 

24 
lapora

n 

1,800,000 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 
dan Peraturan 

Perundang-
Undangan 

Kec. 
Benjeng, 

Jumlah 
Dokumen 

Bahan 
Bacaan 

dan 
Peraturan 

Perundan
g-
Undanga

n yang 
Disediaka

24 
Laporan 

1,800,00
0 

 



     

  51    51  

 

 

n 

06.

11 

Dukungan 

Pelaksanaan 
Sistem 

Pemerintahan 
berbasis 
Elektronik 

pada SKPD 

Kec. 

Benje
ng,                         

Jumlah 

Dokumen 
pelaksanaan 

sistem 
pemerintaha
n berbasis 

elektronik 

4 

lapora
n 

104,577,8

00 

Dukungan 

Pelaksanaan 
Sistem 

Pemerintahan 
berbasis 
Elektronik 

pada SKPD 

Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 
Dokumen 

pelaksana
an sistem 

pemerinta
han 

berbasis 
elektronik 

4 

Laporan 

104,577,

800 
 

2.0

8 

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

 

Jumlah 

fasilitasi 
penyediaan 
jasa 

penunjang 
urusan 

Pemerintaha
n Daerah 

100 

% 

304,344,4

00 

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

 

Jumlah 
fasilitasi 

penyedia
an jasa 

penunjan
g urusan 

Pemerint
ahan 
Daerah 

12 

bulan 

304,344,

400 
 

08.

1 

Penyediaan 
Surat 

Menyurat  

  Kec. 
Benje

ng,                         

Jumlah 
pengadaan 
sarana 

penunjang 
kegiatan 

1 

jenis 
0 

Penyediaan 
Surat 

Menyurat  

  Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 

pengadaa
n sarana 

penunjan
g 
kegiatan 

1 Jenis 0  

08.

2 

Penyediaan 

Jasa 

 Kec. 

Benje

Jumlah 

Laporan 

12 

lapora

72,111,60

0 

Penyediaan 

Jasa 

 Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 

Laporan 

12 

Laporan 

72,111,6

00 
 



     

  52    52  

 

 

Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

ng,                         Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya 
Air dan 

Listrik yang 
Disediakan 

n Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Penyediaa
n Jasa 
Komunik

asi, 
Sumber 

Daya Air 
dan 

Listrik 
yang 
Disediaka

n 

08.
3 

Penyediaan 

Jasa Peralatan 
dan 

perlengkapan 
kantor 

 Kec. 
Benje

ng,                         

Jumlah 

Laporan 
Penyediaan 

Jasa 
Peralatan 

dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 

Disediakan 

1 
lapora

n 

  
9,208,000.

00 

Penyediaan 

Jasa Peralatan 
dan 

perlengkapan 
kantor 

 Kec. 
Benjeng,                         

Jumlah 
Laporan 

Penyediaa
n Jasa 
Peralatan 

dan 
Perlengka

pan 
Kantor 

yang 
Disediaka
n 

1 
Laporan 

  
9,208,00

0.00 

 

08.
4 

Penyediaan 

Jasa 
Pelayanan 

Umum 

  Kec. 
Benje
ng,                         

Jumlah 

Laporan 
Penyediaan 

Jasa 

12 
lapora

n 

216,624,0
00 

Penyediaan 

Jasa 
Pelayanan 

Umum 

  Kec. 
Benjeng,                         

Jumlah 

Laporan 
Penyediaa

n Jasa 

12 
laporan 

216,624,
000 

 



     

  53    53  

 

 

Pelayanan 
Umum 
Kantor yang 

Disediakan 

Pelayana
n Umum 
Kantor 

yang 
Disediaka

n 

2.0

9 

Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

 

Jumlah 
Kendaraan 

dinas, 
peralatan 

kantor dan 
gedung 

kantor yang 
dirawat 

100 

% 

69,820,62

6 

Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

 

Jumlah 
Kendaraa
n dinas, 

peralatan 
kantor 

dan 
gedung 

kantor 
yang 
dirawat 

100 % 
69,820,6

26 
 

09.

1 

Penyediaan 

Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan 

dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 

Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 

  Kec. 

Benje
ng,                         

Jumlah 
fasilitasi 

pemeliharaan 
kendaraan 
dinas jabatan 

2 

jenis 

33.600.00

0 

Penyediaan 

Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan 

dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 

Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 

  Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 

fasilitasi 
pemelihar

aan 
kendaraa
n dinas 

jabatan 

2 jenis 
33.600.0

00 
 



     

  54    54  

 

 

09.

2 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan 

Pajak dan 
Perijinan 

Kendaraan 
Dinas 
Operasional 

atau Lapangan 

 Kec. 

Benje
ng,                         

Jumlah 
fasilitasi 
pemeliharaan 

kendaraan 
dinas 

operasional 

4 

jenis 
0  

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan 

Pajak dan 
Perijinan 

Kendaraan 
Dinas 
Operasional 

atau Lapangan 

 Kec. 

Benjeng,                         

Jumlah 

fasilitasi 
pemelihar
aan 

kendaraa
n dinas 

operasion
al 

4 jenis 0   

09.
06 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Kec. 
Benje

ng, 

Jumlah 

Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya yang 
Dipelihara 

4 unit 
  

72,772,00

0 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Kec. 
Benjeng, 

Jumlah 
Peralatan 

dan 
Mesin 
Lainnya 

yang 
Dipelihar

a 

4 unit 
  

72,772,0

00 

 

09.
07 

Pemeliharaan 
Aset Tetap 
Lainnya 

Kec. 
Benje

ng 

Jumlah Aset 

Tetap 
Lainnya yang 

Dipelihara 

2 unit 
  

13,160,00
0 

Pemeliharaan 
Aset Tetap 
Lainnya 

Kec. 
Benjeng 

Jumlah 
Aset 

Tetap 
Lainnya 
yang 

Dipelihar
a 

2 unit 
  

13,160,0
00 

 



     

  55    55  

 

 

09.
9 

 
Pemeliharaan/
Rehabilitasi 

Gedung 
Kantor dan 

Bangunan 
Lainnya 

 Kec. 

Benje
ng,                         

 Jumlah 
fasilitasi 

pemeliharaan 
gedung 

kantor 

 1 
jenis 

0 

 
Pemeliharaan/

Rehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 

Lainnya 

 Kec. 
Benjeng,                         

 Jumlah 
fasilitasi 

pemelihar
aan 
gedung 

kantor 

 1 jenis 0  

09.
11 

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 

Sarana dan 
Prasarana 

Pendukung 
Gedung 

Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

  Kec. 

Benje
ng,                         

Jumlah 

fasilitasi 
pemeliharaan 

sarana dan 
prasarana 

gedung 
kantor 

2 

gedun
g 

0  

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 

Sarana dan 
Prasarana 

Pendukung 
Gedung Kantor 

atau 
Bangunan 
Lainnya 

  Kec. 
Benjeng,                         

Jumlah 
fasilitasi 

pemelihar
aan 

sarana 
dan 

prasarana 
gedung 
kantor 

2 
gedung 

0   

01.

03 

PROGRAM 

PENYELENGG
ARAAN 

PEMERINTAH
AN DAN 

PELAYANAN 
PUBLIK 

 

Tingkat 
Kematangan 

Pelayanan 
Publik 

100 

% 

43,835,50

0 

PROGRAM 

PENYELENGG
ARAAN 

PEMERINTAH
AN DAN 

PELAYANAN 
PUBLIK 

 

Tingkat 
Kematan

gan 
Pelayana

n Publik 

100 % 
43,835,5

00 
 

02.

2 

Penyelenggara
an urusan 

pemerintahan 
yang tidak 

   

Jumlah 
kegiatan 

peningkatan 
pelayanan 

100 

% 

30,580,00

0 

Penyelenggara
an urusan 

pemerintahan 
yang tidak 

   

Jumlah 
kegiatan 

peningkat
an 

100 % 
30,580,0

00 
 



     

  56    56  

 

 

dilaksanakan 
oleh unit kerja 
perangkat 

daerah yang 
ada di 

kecamatan 

publik dilaksanakan 
oleh unit kerja 
perangkat 

daerah yang 
ada di 

kecamatan 

pelayana
n publik 

02.
00

02 

Fasilitasi 
Percepatan 

Pencapaian 
Standar 
Pelayanan 

Minimal di 
Wilayah 

Kecamatan 

Kec. 
Benje

ng. 

Jumlah 

Laporan 
Fasilitasi 

Percepatan 
Pencapaian 
Standar 

Pelayanan 
Minimal di 

Wilayah 
Kecamatan 

9 
lapora

n 

15,290,20
0 

Fasilitasi 
Percepatan 

Pencapaian 
Standar 
Pelayanan 

Minimal di 
Wilayah 

Kecamatan 

Kec 
Benjeng. 

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 

Percepata
n 

Pencapaia
n Standar 

Pelayana
n Minimal 
di 

Wilayah 
Kecamata

n 

9 
laporan 

15,290,2
00 

 

02.
00

03 

Peningkatan 
Efektifitas 

pelaksanaan 
pelayanan 
kepada 

masyarakat di 
wilayah 

kecamatan 

Kec. 
Benje

ng, 

Jumlah 
laporan 

peningkatan 
efektifitas 
pelaksanaan 

Pelayanan 
Kepada 

Masyarakat 

23 
Lapor

an 

15,289,80
0 

Peningkatan 
Efektifitas 

pelaksanaan 
pelayanan 
kepada 

masyarakat di 
wilayah 

kecamatan 

Kec. 
Benjeng,                        

Jumlah 
laporan 

peningkat
an 
efektifitas 

pelaksana
an 

Pelayana

23 
Laporan 

15,289,8
00 

 



     

  57    57  

 

 

diwilayah 
Kecamatan 

n Kepada 
Masyarak
at 

diwilayah 
Kecamata

n 

02.

4 

Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan 

yang 
Dilimpahkan 

kepada Camat 

Kec. 

Benje
ng, 

Tingkat 
Kematangan 

Pelayanan 
Publik 

100 % 
13,255,50

0 

Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan 

yang 
Dilimpahkan 

kepada Camat 

Kec. 

Benjeng, 

Tingkat 
Kematang

an 
Pelayana

n Publik 

100 % 
13,255,5

00 
 

04.
01 

Pelaksanaan 
Urusan 

Pemerintahan 
yang terkait 
dengan 

Pelayanan 
Perizinan Non 

Usaha 

Kec. 
Benje

ng, 

Jumlah 
Dokumen 

Non 
Perizinan 

Usaha yang 
Dilaksanaka
n 

23 
Doku

men 

13,255,50
0 

Pelaksanaan 
Urusan 

Pemerintahan 
yang terkait 
dengan 

Pelayanan 
Perizinan Non 

Usaha 

Kec. 
Benjeng, 

Jumlah 
Dokumen 

Non 
Perizinan 
Usaha 

yang 
Dilaksana

kan 

23 
Dokume

n 

13,255,5
00 

 

01.
03 

PROGRAM 
PEMBERDAY

AAN 
MASYARAKA

T DESA DAN 
KELURAHAN 

 

Persentase 
Musrenbang 
Desa yang 

difasilitasi, 
Persentase 

Lembaga 
Kemasyarak

100% 
70.721.00
0 

PROGRAM 
PEMBERDAYA

AN 
MASYARAKAT 

DESA DAN 
KELURAHAN 

Persentas
e 
Musrenba

ng Desa 
yang 

difasilita
si, 

Persenta
se 
RKPDes 

yang 
ditetapka

n tepat 
waktu 

100% 
70.721.0
00 
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atan tingkat 
Kecamatan 
yang dibina 

dan 
Persentase 

Lembaga 
Ekonomi 

Masyarakat 
yang 
difasilitasi 

Persentas
e 
Lembaga 

Kemasya
rakatan 

tingkat 
Kecamat

an yang 
dibina 
dan 

Persentas
e 

Lembaga 
Ekonomi 

Masyarak
at yang 
difasilita

si 

   

Persentase 

Pelaku 
Ekonomi di 
Wilayah 

Kecamatan 
yang 

difasilitasi 

100%    

Persenta
se Pelaku 

Ekonomi 
di 
Wilayah 

Kecamat
an yang 

difasilita
si 

100%   
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Persentase 
Lembaga 

Ekonomi 
Masyarakat 

yang 
difasilitasi 

100%    

Persenta
se 
Lembaga 

Ekonomi 
Masyarak

at yang 
difasilita

si 

100%   

   

Persentase 

Lembaga 
Kemasyarak
atan tingkat 

Kecamatan 
yang dibina 

100%    

Persenta

se 
Lembaga 

Kemasya
rakatan 

tingkat 
Kecamat
an yang 

dibina 

100%   

2.0

1 

Koordinasi 
Kegiatan 

Pemberdayaa
n Desa 

 

Persentase 

desa yang 
difasilitasi 

dalam 
perencanaan 
Pembanguna

n 

100% 
104,080,6

00 

Koordinasi 
Kegiatan 

Pemberdayaa
n Desa 

 

Persenta
se desa 

yang 
difasilita

si dalam 
perencan
aan 

Pembang
unan 

100% 
104,080,

600 
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01.
1 

Peningkatan 

partisipasi 
masyarakat 

dalam forum 
musyawarah 
perencanaan 

pembangunan 
didesa 

Kec. 

Benje
ng,                          

Jumlah 
Lembaga 

Kemasyaraka
tan yang 

berpartisipasi 
dalam forum 
Musyawarah 

Perencanaan 
Pembanguna

n di Desa 

23 

lemba
ga      

33,376,80
0 

Peningkatan 

partisipasi 
masyarakat 

dalam forum 
musyawarah 
perencanaan 

pembangunan 
didesa 

Kec. 
Benjeng,                          

Jumlah 
Lembaga 
Kemasyar

akatan 
yang 

berpartisi
pasi 

dalam 
forum 
Musyawa

rah 
Perencan

aan 
Pembang

unan di 
Desa 

23 
lembaga      

33,376,8
00 

 

01.
2 

Sinkronisasi 
Program kerja 

dan kegiatan 
Pemberdayaan 

masyarakat 
yang 
dilakukan oleh 

pemerintah 
dan swasta 

diwilayah 
kerja 

Kec. 
Benje
ng,                          

Jumlah 
Dokumen  

Sinkronisasi 
Program 

Kerja  
dan Kegiatan 
Pemberdayaa

n  
Masyarakat 

yang 
Dilakukan  

  2 
dokum
en 

8.986.500 

Sinkronisasi 
Program kerja 

dan kegiatan 
Pemberdayaan 

masyarakat 
yang 
dilakukan oleh 

pemerintah 
dan swasta 

diwilayah kerja 
kecamatan 

Kec. 
Benjeng,                          

Jumlah 
Dokumen  

Sinkronis
asi 

Program 
Kerja  
dan 

Kegiatan 
Pemberda

yaan  
Masyarak

  2 
dokumen 

8.986.50
0 
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kecamatan oleh 
Pemerintah 
dan Swasta  

di Wilayah 
Kerja 

Kecamatan 
 

at yang 
Dilakuka
n  

oleh 
Pemerinta

h dan 
Swasta  

di 
Wilayah 
Kerja 

Kecamata
n 

 

01.

3 

Peningkatan 

efektifitas 
kegiatan 
pemberdayaan 

masyarakat di 
wilayah 

kecamatan 

   
Kec. 

Benje
ng,                          

Jumlah 

Laporan 
Peningkatan  

Efektivitas 
Kegiatan  

Pemberdayaa
n Masyarakat  
di Wilayah 

Kecamatan 
 

 23 
lapora

n 

70,703,80

0 

Peningkatan 

efektifitas 
kegiatan 
pemberdayaan 

masyarakat di 
wilayah 

kecamatan 

Kec. 

Benjeng,                          

Jumlah 
Laporan 
Peningkat

an  
Efektivita

s 
Kegiatan  

Pemberda
yaan 
Masyarak

at  
di 

Wilayah 
Kecamata

 23 

laporan 

70,703,8

00 
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n 
 

3.0

3 

Pemberdayaa
n Lembaga 

Kemasyaraka
tan Tingkat 
Kecamatan 

Kec. 

Benj
eng,                          

Persentase 
Lembaga 
Kemasyarak

atan tingkat 
Kecamatan 

yang dibina 

100%    

 

 

  
111,564,2

00 

Pemberdayaa
n Lembaga 

Kemasyarakat
an Tingkat 
Kecamatan 

Kec. 

Benjeng,                          

Persenta
se 

Lembaga 
Kemasya

rakatan 
tingkat 
Kecamat

an yang 
dibina 

100%    

 

 

111,564,
200  

03.
2 

Peningkatan 
kapasitas  

Lembaga 
Kemasyarakat

an 

Kec. 

Benje
ng,                           

Jumlah 
lembaga 

kemasyaraka
tan 
ditingkatkan 

kapasitasnya 

 23 

lemba
ga 

 

  

111,564,20

0 

Peningkatan 
kapasitas  

Lembaga 
Kemasyarakat

an 

  Kec. 
Benjeng,                           

Jumlah 

lembaga 
kemasyar

akatan 
ditingkatk
an 

kapasitas
nya 

 23 
lembaga 

 

  

111,564,

200  

03.

4 

Fasilitasi 
Pengembanga

n Usaha 
Ekonomi 

Masyarakat 

Kec. 

Benje
ng,                          

Jumlah 

Laporan 
Fasilitasi 

Pengembang
an Usaha 

Ekonomi 
Masyarakat 

4 

Lapor
an 

8.511.000 

Fasilitasi 
Pengembangan 

Usaha 
Ekonomi 

Masyarakat 

Kec. 

Benjeng,                          

Jumlah 

Laporan 
Fasilitasi 
Pengemba

ngan 
Usaha 

Ekonomi 
Masyarak

4 

Laporan 

8.511.00

0 
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at 

02.
4 

PROGRAM 
KOORDINASI 

KETENTRAM
AN DAN 

KETERTIBAN 
UMUM 

 

Persentase 
Penyelesaian 

Konflik di 
Kecamatan 

yang 
difasilitasi 

100%                     

 

 

  

90,449,20
0 

PROGRAM 
KOORDINASI 

KETENTRAM
AN DAN 

KETERTIBAN 
UMUM 

 

Persenta
se 

Penyeles
aian 

Konflik 
di 

Kecamat
an yang 
difasilita

si 

100%                     

 

 

90,449,2

00 
 

4.2

.01 

Koordinasi 
Upaya 

Penyelenggar
aan 

Ketenterama
n dan 
Ketertiban 

Umum 

 

Jumlah 
Penanganan 

Konflik di 
Kecamatan 

100% 69,005,60

0 

Koordinasi 
Upaya 

Penyelenggara
an 

Ketenteraman 
dan 
Ketertiban 

Umum 

 

Jumlah 
Penanga

nan 
Konflik 

di 
Kecamat

an 

100% 69,005,6

00 
 

01.
01 

Sinergitas 
dengan 

kepolisian 
Negara 
Republik 

Indonesia, TNI 
dan instansi 

Kec. 
Benje
ng,                                                

Jumlah 
Laporan 

Hasil  
Sinergitas 
dengan 

Kepolisian  
Negara 

12 
lapora
n                          

 
 

 
69,005,600 

Sinergitas 
dengan 

kepolisian 
Negara 
Republik 

Indonesia, TNI 
dan instansi 

Kec. 
Benjeng,                                                

Jumlah 
Laporan 

Hasil  
Sinergitas 
dengan 

Kepolisia
n  

12 
laporan                          

 
 

 
69,005,6

00 
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vertikal di 
wilayah 
Kecamatan 

Republik 
Indonesia,  
Tentara 

Nasional 
Indonesia  

dan Instansi 
Vertikal di  

Wilayah 
Kecamatan 
 

vertikal di 
wilayah 
Kecamatan 

Negara 
Republik 
Indonesia

,  
Tentara 

Nasional 
Indonesia  

dan 
Instansi 
Vertikal 

di  
Wilayah 

Kecamata
n 

 

4.2
.02 

Koordinasi 

Penerapan 
dan 

Penegakan 
Peraturan 

Daerah dan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

 

Jumlah 

Penanganan 
Konflik di 

Kecamatan 

100% 21,443,60
0 

Koordinasi 
Penerapan dan 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah dan 

Peraturan 
Kepala Daerah 

 

Jumlah 
Penangan

an 
Konflik di 

Kecamata
n 

100% 21,443,6
00 

 

02.
01 

Koordinasi/Si

nergi Dengan 
Perangkat 

Daerah yang 

Kec. 
Benje
ng 

Jumlah 

Laporan 
Koordinasi/S

inergi dengan 

23 
lapora
n 

21,443,600 

Koordinasi/Sin

ergi Dengan 
Perangkat 

Daerah yang 

Kec. 
Benjeng 

Jumlah 

Laporan 
Koordinas

i/Sinergi 

23 
laporan 

21,443,6
00 
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Tugas dan 
Fungsinya di 
Bidang 

Penegakan 
Peraturan 

Perundang-
Undangan 

dan/atau 
Kepolisian 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Perangkat 
Daerah yang 
Tugas dan 

Fungsinya di 
Bidang 

Penegakan 
Peraturan 

Perundang- 
Undangan 
dan/atau 

Kepolisian 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tugas dan 
Fungsinya di 
Bidang 

Penegakan 
Peraturan 

Perundang-
Undangan 

dan/atau 
Kepolisian 
Negara 

Republik 
Indonesia 

dengan 
Perangkat 
Daerah 

yang 
Tugas 

dan 
Fungsiny

a di 
Bidang 
Penegaka

n 
Peraturan 

Perundan
g- 

Undanga
n 
dan/atau 

Kepolisia
n Negara 

Republik 
Indonesia 

1.0
5. 

PROGRAM 
PENYELENGG

ARAAN 
URUSAN 

PEMERINTAH
AN UMUM 

 

Persentase 

Penugasan 
Kepala 

Daerah yang 
difasilitasi 

100%    
 
0 

PROGRAM 
PENYELENGG

ARAAN 
URUSAN 

PEMERINTAH
AN UMUM 

 

Persenta
se 

Penugasa
n Kepala 

Daerah 
yang 

100%    
 
0 
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difasilita
si 

5.2

.01 

Penyelenggar

aan Urusan 
Pemerintahan 
Umum sesuai 

Penugasan 
Kepala 

Daerah 

 

Jumlah 

kegiatan 
pemerintaha

n umum 
sesuai 
dengan 

penugasan 
kepala 

daerah yang 
dilaksanaka

n 

100% 0 

Penyelenggara

an Urusan 
Pemerintahan 
Umum sesuai 

Penugasan 
Kepala 

Daerah 

 

Jumlah 
kegiatan 

pemerint
ahan 

umum 
sesuai 
dengan 

penugasa
n kepala 

daerah 
yang 

dilaksana
kan 

100% 0  

5.2
.01

.02 

Fasilitasi, 

Koordinasi 
dan 
Pembinaan 

(Bimtek, 
Sosialisasi, 

Konsultasi) 
Wawasan 

Kebangsaan 
danKetahanan 
Nasional 

 

Jumlah 
Orang yang 

Mengikuti 
Fasilitasi, 

Koordinasi 
dan 

Pembinaan 
(Bimtek, 
Sosialisasi, 

Konsultasi) 
Wawasan 

Kebangsaan 

23 

Orang 
0 

Fasilitasi, 

Koordinasi dan 
Pembinaan 

(Bimtek, 
Sosialisasi, 

Konsultasi) 
Wawasan 
Kebangsaan 

danKetahanan 
Nasional 

 

Jumlah 
Orang 

yang 
Mengikuti 

Fasilitasi, 
Koordinas

i dan 
Pembinaa
n 

(Bimtek, 
Sosialisas

i, 

23 

Orang 
0  
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dan 
Ketahanan 
Nasional 

Konsultas
i) 
Wawasan 

Kebangsa
an dan 

Ketahana
n 

Nasional 

1.0
6. 

PROGRAM 

PEMBINAAN 
DAN 

PENGAWASA
N 

PEMERINTAH
AN DESA 

 

Persentase 
APBDes 

yang 
ditetapkan 

tepat waktu 

100%    

  

88,591,00
0.00 

PROGRAM 
PEMBINAAN 

DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAH

AN DESA 

 

Persenta

se 
APBDes 

yang 
ditetapka

n tepat 
waktu 

100%    
 

88,591,0
00.00 

 

06.
2.0

1 

Fasilitasi, 
Rekomendasi 
dan 

Koordinasi 
Pembinaan 

dan 
Pengawasan 

Pemerintahan 
Desa 

 

Jumlah 

Fasilitasi, 
Rekomendasi 

dan 
Koordinasi  

Pembinaan 
dan 
Pengawasan 

Pemerintaha
n Desa 

100% 88,591,00
0 

Fasilitasi, 
Rekomendasi 

dan Koordinasi 
Pembinaan 

dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 

Desa 

 

Jumlah 
Fasilitasi, 

Rekomen
dasi dan 

Koordinas
i  

Pembinaa
n dan 
Pengawas

an 
Pemerinta

han Desa 

100% 88,591,0
00 
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2.0

1.1 

Fasilitasi 

Penyusunan 
Peraturan 

Desa dan 
peraturan 
kepala Desa 

Kec. 
Benje

ng,                          

Jumlah 

Dokumen 
yang  
Difasilitasi 

dalam rangka  
Penyusunan 

Peraturan 
Desa  

dan 
Peraturan 
Kepala Desa 

23 
Doku

men 

 
0 

Fasilitasi 

Penyusunan 
Peraturan 

Desa dan 
peraturan 
kepala Desa 

Kec. 

Benjeng,                          

Jumlah 
Dokumen 
yang  

Difasilitas
i dalam 

rangka  
Penyusun

an 
Peraturan 
Desa  

dan 
Peraturan 

Kepala 
Desa 

23 
Dokume

n 

 
0 

 

2.0
1.2 

 Fasilitasi 

Administrasi 
Tata 

Pemerintahan 
Desa 

Kec. 
Benje

ng,                          

Jumlah 

Dokumen 
yang  

Difasilitasi 
dalam rangka  
Administrasi 

Tata  
Pemerintaha

n Desa 
 

23 
Doku

men                         

 

 

  

40,250,600 

 Fasilitasi 

Administrasi 
Tata 

Pemerintahan 
Desa 

Kec. 
Benjeng,                          

Jumlah 
Dokumen 

yang  
Difasilitas

i dalam 
rangka  

Administr
asi Tata  
Pemerinta

han Desa 
 

23 
Dokume

n                         

 

 

  

40,250,6
00  

2.0
1.3 

Fasilitasi 
Pengelolaan 

Kec. 
Benje

Jumlah 
Dokumen 

23 
doku

 

0 

Fasilitasi 
Pengelolaan 

Kec. 
Benjeng,                          

Jumlah 
Dokumen 

23 
dokume

0 
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Keuangan 
Desa dan 
pendayagunaa

n aset desa 

ng,                          yang  
Difasilitasi 
dalam rangka  

Pengelolaan 
Keuangan 

Desa  
dan 

Pendayaguna
an Aset  
Desa 

men  0 Keuangan 
Desa dan 
pendayagunaa

n aset desa 

yang 
Difasilitas
i dalam 

rangka 
Pengelola

an 
Keuangan 

Desa dan 
Pendayag
unaan 

Aset Desa 

n  0 

2.0
1.5 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 

tugas kepala 
Desa dan 

Perangkat 
Desa 

  Kec. 

Benje
ng,                          

Jumlah 

Dokumen 
Fasilitasi  
dalam rangka 

Pelaksanaan  
Tugas Kepala 

Desa dan  
Perangkat 

Desa 

23 

doku
men    

 
 

0 Fasilitasi 
Pelaksanaan 

tugas kepala 
Desa dan 

Perangkat 
Desa 

  Kec. 
Benjeng,                          

Jumlah 
Dokumen 

Fasilitasi 
dalam 
rangka 

Pelaksana
an Tugas 

Kepala 
Desa dan 

Perangkat 
Desa 

23 

dokume
n    

 
 

0 

 

2.0
1.6 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 
Pemilihan 
Kepala Desa 

Kec. 

Benje
ng,                          

Jumlah Desa 

yang 
melaksanaka
n Pilkades 

23 

doku
men 

0 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 
Pemilihan 
Kepala Desa 

Kec. 
Benjeng,                          

Jumlah 
Desa 

yang 
melaksan

akan 

23 

dokume
n 

0  
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Pilkades 

2.0

1.7 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 

tugas dan 
fungsi BPD 

 Kec. 

Benje
ng,                          

Jumlah 
Dokumen 

Fasilitasi  
dalam rangka 
Pelaksanaan  

Tugas dan 
Fungsi 

Badan  
Permusyawar

atan Desa 

23 

doku
men  

 
0 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 

tugas dan 
fungsi BPD 

 Kec. 

Benjeng,                          

Jumlah 
Dokumen 

Fasilitasi 
dalam 

rangka 
Pelaksana

an Tugas 
dan 
Fungsi 

Badan 
Permusya

waratan 
Desa 

23 

dokume
n  

 
0 

 

2.0
1.1

2 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 
Tugas, Fungsi, 
dan Kewajiban 

Lembaga 
Kemasyarakat

an 

 Kec. 
Benje

ng,                          

Jumlah 

Dokumen 
Fasilitasi 

dalam rangka 
Pelaksanaan 
Tugas, 

Fungsi, dan 
Kewajiban 

Lembaga 
Kemasyaraka

tan  

23 
doku

men  

 

 
0 Fasilitasi 

Pelaksanaan 
Tugas, Fungsi, 
dan Kewajiban 

Lembaga 
Kemasyarakat

an 

 Kec. 

Benjeng,                          

Jumlah 

Dokumen 
Fasilitasi 
dalam 

rangka 
Pelaksana

an Tugas, 
Fungsi, 

dan 
Kewajiba
n 

Lembaga 

23 
dokume

n  

 

 
0 
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Kemasyar
akatan  

2.0

1.1
8 

Fasilitasi 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Kawasan 
Perdesaan di 

Wilayah 
Kecamatan 

Kec. 

Benj
eng,                          

Jumlah 
Laporan 

Hasil 
Koordinasi 

Pelaksanaan 
Pembanguna
n Kawasan 

Perdesaan di 
Wilayah 

Kecamatan  

23 

lapora
n  

 
  

48,340,400 

Fasilitasi 

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Kawasan 
Perdesaan di 

Wilayah 
Kecamatan 

Kec. 
Benjeng,                          

Jumlah 
Laporan 

Hasil 
Koordinas
i 

Pelaksana
an 

Pembang
unan 

Kawasan 
Perdesaa
n di 

Wilayah 
Kecamata

n  

23 
laporan  

 
  

48,340,4
00 

 

            



     

  72  

 

 

 

 

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

 

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa yang 

terdiri dari 5 ( lima ) prioritas, baik secara langsung maupun dari hasil 

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang kemudian 

diseleksi untuk di sesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik akan di 

akomodir dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik Tahun 2026 untuk di Musyawarahkan dalam 

Forum SKPD, dan kemudian di sepakati untuk dijadikan program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Hal tersebut bisa 

dilihat pada Lampiran Tabel 2.4 

 
Table 2.4 (Tabel T-C.32) 

Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 

Kabupaten Gresik 
OPD Kecamatan Benjeng 

 

 

No. 

 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 

 

Lokasi 

 

 

Indikator Kinerja 

 
Besaran 

/Volume 

 

 

Catatan 

 1 2 3 5 5 

  
KECAMATAN BENJENG 

  
 

4.038.630.808 

 

 PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOT
A 

  
Persentase ketercapaian sasaran 

program OPD 

 

 

3.788.856.306 

 

 
Perencanaan, 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 
Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 
Jumlah dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi kinerja 
Perangkat daerah 

 

 

7.500.000 

 

 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah dokumen perencanaan dan 
penganggaran OPD 

 

 

3.000.000 
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 Koodinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

 
Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 
Jumlah laporan capaian dan realisasi 
kinerja yang disusun 

 

 
2.500.000 

 

 

 
 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 

Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi 
 

2.000.000 

 

  
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah penyediaan administrasi 
keuangan Perangkat Daerah 

 

 

3.338.963.494 

 

 
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan 
ASN 

 

3.335.863.494 

 

 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah laporan keuangan yang disusun 

 
 

3.100.000 

 

  
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah penyediaan administrasi 
umum Perangkat Daerah 

 
162.287.812 

 

 Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah penyediaan komponen dan alat 
listrik 

 
29.874.180 

 

 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 

Kantor 

Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

Jumlah penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

 
27.506.313 

 

 
Penyediaan Bahan 
Logistik 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 
Jumlah penyediaan bahan logistik 

 

27.888.580 

 

 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 

 
13.272.539 

 

 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 
Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah 

 

1.944.000 

 

 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat 
koordinasi dan konsultasi 

 

 
16.390.000 

 

 
 

Benjenggan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 

 

Jumlah Dokumen Benjenggan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

 
 

 
45.412.200 

 

 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah fasilitasi penyediaan jasa 
penunjang urusan Pemerintahan 
Daerah 

 

 

187.810.000 

 

  
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

 
Kec. 

Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air 
dan telepon 

 

 

43.000.000 

 

  
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah fasilitasi pembayaran jasa 
pelayanan dan administrasi kantor 

 

 
144.810.000 

 

 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kec. 

Benjeng,  

Sembunganyar 

 

Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang 

milik daerah 

 

 
92.295.000 

 



     

  74  

 

 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

 
Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 
 

Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
kendaraan dinas jabatan 

 

 
35.100.000 

 

 

 
 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan Pajak 
dan Perijinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 

 
Jumlah fasilitasi pemeliharaan 
kendaraan dinas operasional 

 

 

 
35.700.000 

 

 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 

Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan 
kantor 

 

2.160.000 

 

  
Pemeliharaan/Rehabilita

si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

 
Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 

 

Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung 
kantor 

 

 

13.845.000 

 

 Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan 
Prasarana PenBenjengg 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 
Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 
Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana 
dan prasarana gedung kantor 

 

 

5.490.000 

 

 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

 
 

Tingkat Kematangan Pelayanan Publik 

 

 

2.392.750 

 

 Penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

yang tidak 
dilaksanakan oleh 
unit kerja perangkat 
daerah yang 
ada di kecamatan 

 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 

 
Jumlah kegiatan peningkatan 
pelayanan publik 

 

 

 
2.392.750 

 

 Peningkatan Efektifitas 
pelaksanaan pelayanan 
kepada masyarakat di 
wilayah kecamatan 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi 

kependudukan 

 

 

2.392.750 

 

 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

  
Persentase RKPDes yang ditetapkan 
tepat waktu 

 

 
167.791.454 

 

   
Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah 

Kecamatan yang difasilitasi 

  

   
Persentase Lembaga Ekonomi 
Masyarakat yang difasilitasi 

  

   
Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan tingkat 
Kecamatan yang dibina 

  

  
Koordinasi 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Desa 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah fasilitasi kegiatan 
pemberdayaan desa 

 

 
33.406.791 

 

 Peningkatan 
partisipasi 

masyarakat dalam 
forum musyawarah 
perencanaan 
pembangunan 
didesa 

 
Kec. 

Benjeng,  

Sembunganyar 

 

 

Jumlah peserta Musrenbang kecamatan 

 

 

25.750.975 

 

 Peningkatan efektifitas 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah 
kecamatan 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah lembaga ekonomi desa yang 
difasilitasi 

 

 
7.655.816 
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 Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Tingkat 
Kecamatan 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga 

kemasyarakatan tingkat kecamatan 

 

 
134.384.663 

 

 
Penyelenggaraan 

Lembaga 
Kemasyarakatan 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

Jumlah fasilitasi lembaga 
kemasyarakatan dibidang 

pemberdayaan masyarakat 

 
132.010.698 

 

 Fasilitasi Pengembangan 
Usaha 
Ekonomi 
Masyarakat 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

Jumlah pelaku ekonomi diwilayah 
kecamatan yang difasilitasi 

 
2.373.965 

 

 PROGRAM 
KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 

 
Persentase Penyelesaian Konflik di 
Kecamatan yang difasilitasi 

 

48.199.684 

 

 

 
 KETERTIBAN UMUM     

 Koordinasi upaya 

penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
ketertiban umum 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

Jumlah pelaksanaan 

koordinasi penyelenggaraan 
Tarntibum 

 

43.200.000 

 

 Sinergitas dengan 
kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
TNI 
dan instansi vertikal di 
wilayah Kecamatan 

 
Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 
Jumlah pelaksanaan kegiatan 
pengendalian keamanan lingkungan 

 

 

43.200.000 

 

 Koordinasi penerapan 
dan penegakan 
peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala 
Daerah 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah koordinasi penegakan dan 
penegakan Perda dan Perkada 

 

 
4.999.684 

 

 Koordinasi/sinergi 
dengan Perangkat 
Daerah yang tugas 
fungsinya dibidang 
penegakan Peraturan 
Perundang-undangan 
dan/atau 
Kepolisian 
Negara RI 

 
Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 

 
Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan 

Perda dan Perkada 

 
 

 
4.999.684 

 

 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 

  
Persentase Penugasan Kepala Daerah 

yang difasilitasi 

 

 
10.492.434 

 

 Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum sesuai dengan 
Penugasan Kepala 
Daerah 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah penyelenggaraan 
pemerintahan umum sesuai 

penugasan Kepala Daerah 

 

 

10.492.434 

 

 Pembinaan 
Kerukunan 
Antarsuku dan 
Intrasuku, Umat 
Beragama, Ras, dan 
Golongan Lainnya 
Guna Mewujudkan 
Stabilitas Keamanan 
Lokal, Regional, dan 
Nasional 

 

 
Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 
 

 
Jumlah pelaksanaan FKUB 

 
 

 

4.999.684 

 

 
Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 
Pimpinan di 

Kecamatan 

Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

 
Jumlah pelaksanaan Forkopimcam 

 

5.492.750 

 

 PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

  
 

20.898.180 
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 Fasilitasi, Rekomendasi 
dan Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

 

 
20.898.180 

 

 Fasilitasi 
penyusunan 
Peraturan Desa 
dan 
Peraturan Kepala Desa 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun 

 
1.998.400 

 

 
Fasilitasi Administrasi 
Tata Pemerintahan 
Desa 

Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi 
Pemerintahan Desa 

 
1.190.980 

 

 Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
pendayagunaan aset 
desa 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 
Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan 
keuangan desa dan aset desa 

 

1.998.400 

 

 
Fasilitasi Pelaksanaan 

pemilihan kepala desa 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 

Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades 
 

7.584.300 

 

 
Fasilitasi Pelaksanaan 
tugas dan fungsi BPD 

Kec. 

Benjeng,  
Sembunganyar 

Jumlah pembinaan Tupoksi dan 
administrasi BPD 

 

1.998.400 

 

 

 
 Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan 
Partisipatif 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

Jumlah fasilitasi penyusunan 

perencanaan pembangunan partisipatif 
 

2.492.475 

 

 Fasilitasi Penyusunan 
program dan 
pelaksanaan 
pemberdayaan 
masyarakat desa 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 

Jumlah pelaksanaan monev pembangunan 
 

2.492.475 

 

 
Koordinasi 
pendampingan desa di 

wilayahnya 

Kec. 
Benjeng,  

Sembunganyar 

 

Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel 
 

1.142.750 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

 

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan 

prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok 

dan fungsi SKPD yaitu fungsi Pemerintahan. 

Dalam tahun Anggaran 2026 Kecamatan Benjeng 

mendapatkan kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan 

sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berpedoman 

pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Kecamatan Kabupaten Gresik, terhadap kebijakan nasional. 

 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. Perencanaan visi sebagai bagian dari 

proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting 

dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 

 

Tujuan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2026 ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD), sehingga terjadi konsistensi / sinkronisasi antara perencanaan 

dan penganggaran Kecamatan Benjeng tahun 2026. 

Tujuan Renja yang mengacu pada tujuan Renstra adalah : 

― Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik ―, 

Dengan sasaran sebagai berikut : 

― Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan ― 

 
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2026 sesuai Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Benjeng 

yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terdiri dari 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 sub 

kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
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1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik 

1.3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang- Undangan 

1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.3.7. Benjenggan SPBE 

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

1.4.1. Pengandaan Sarana dan Parasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan umum 

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 
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atau Lapangan 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

2.1. Penyelenggaraan Umum Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan 

2.1.1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah kecamatan 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 

3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan 

3.2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 

3.2.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 

 
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

3.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia 

 
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

5.1.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, 

Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan 

Nasional 

5.1.2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan 

 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

4.2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

4.2.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa 

4.2.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

4.2.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa 

4.2.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

 Badan Permusyawaratan Desa 

4.2.5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif 

4.2.6. Fasilitasi Penyusunan Program dan

 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

4.2.7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 
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Table 2.7 (T-C.33) 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 

Kabupaten Gresik OPD Kecamatan Benjeng 

Kode Program / Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Program/ Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 
Cata

tan 
Penti

ng 

Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2027 

Lokasi 

Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 
indikatif 

Sumber 

dana 

Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 
Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

01.1 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Rerata Persentase 

Capaian  
Kinerja Program 

Kec. 

Benjeng 
100 % 

  

4.782.955.54

9,96 

APBD  100 

% 

4.517.503.400,

00 

2.01 Kegiatan. 
1. Perencanaan , 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Tersedianya 

Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

 
Kec. 

Benjeng 

 
100% 

21,233,800 
 

APBD 
 

 
100
% 

39.667.900,00 

2.02 Kegiatan : 
2. Administrasi 

Keuangan Perangkat 
Daerah 

Terlaksananya 
fasilitasi pembayaran 

gaji dan tunjangan 
ASN dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan 

 
Kec. 

Benjeng 

 
100% 

3,632,185,149 
 

APBD 
 

 
100
% 

3.632.184.869,0
0 
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2.06 Kegiatan : 

3. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Tersedianya 

Pelaksanaan 
Administrasi umum 

Perangkat Daerah 

Kec. 
Benjeng 

100% 250,276,701 APBD  100
% 

323.335.731,00 

2.08 Kegiatan :  

4. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Terfasilitasinya 

penyediaan jasa 
penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Kec. 

Benjeng 
100% 304,344,400 APBD  100

% 
378.852.900,00 

2.09 Kegiatan : 
5.Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Terfasilitasinya 

Pemeliharaan barang 
Milik daerah 

Kec. 
Benjeng 

100% 136,395,000 APBD  100
% 

143.462.000,00 

01.2 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Persentase 

Pelayanan Publik 

Kecamatan yang 
terfasilitasi 

Kec. 
Benjeng 

100% 43,835,500   100
% 

52.125.200,00 

2.02 Kegiatan :  

1.Penyelenggaraan 
urusan pemerintahan 
yang tidak 

dilaksanakan oleh 
unit kerja perangkat 

daerah yang ada di 
kecamatan 

Jumlah laporan 

peningkatan 
efektifitas 

pelaksanaan 
pelayanan kepada 

masyarakat 
diwilayah kecamatan 

Kec. 
Benjeng 

100% 30,580,000 APBD  100
% 

38.358.000,00 

2.04 Kegiatan :  
2. Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Jumlah Tingkat 

Kematangan 
Pelayanan Publik 

Kec. 

Benjeng 
100% 13,255,500 APBD  100

% 
13.767.200,00 

 



     

  85  

 

 

Dilimpahkan kepada 

Camat 

01.3 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN 

1. persentase 

desa/kelurahan  

yang melaksanakan  
Program Prioritas 
Bidang  

Kesehatan   
2. persentase 

desa/kelurahan  

yang melaksanakan  

program Prioritas 
Bidang  

Pemberdayaan 
Perempuan  
3. persentase 

desa/kelurahan  

yang melaksanakan  

program prioritas 
bidang  

Penanggulangan 
Bencana  

Oleh Desa  
4. persentase 

Kec. 

Benjeng 

100% 

 
100% 

 

 
100% 

 
100% 

100% 
100% 

215,644,800 APBD  

100% 

 
100% 

 
 

100% 

 
100

% 
100

% 

100% 

216.822.600,00 
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desa/kelurahan  

yang melaksanakan  

program prioritas 
bidang  

pendidikan  
5. persentase 

desa/kelurahan  

yang melaksanakan  
program prioritas 

bidang  
Perlindungan Anak  
6. Persentase 

Lembaga  

Ekonomi Masyarakat 
yang  

difasilitasi  
Persentase Lembaga  
Kemasyarakatan 

tingkat  
Kecamatan yang 

dibina 

 

2.01 Kegiatan :  
1.Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

 
Terlaksananya 

fasilitasi kegiatan 

pemberdayaan desa 

Kec. 

Benjeng 
100%  104,080,600 APBD  100

% 
109.206.200,00 
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2.03 Kegiatan :  

2 .Pemberdayaan 
Lembaga 

Kemasyarakatan 
Tingkat Kecamatan 

 

Terlaksananya 

Fasilitasi 

pembinaan lembaga 
kemasyarakatan 
tingkat kecamatan 

Kec. 
Benjeng 

100%  111,564,200 APBD  100
% 

107.616.400,00 

01.04 PROGRAM 

KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Persentase 

penyelesaian konflik 

di kecamatan yang di 
tangani 

Kec. 
Benjeng 

100% 90,449,200    

 

73.203.200,00 

2.01 Kegiatan :  
1. Koordinasi upaya 

penyelenggaraan 
Ketentramana dan 

ketertiban umum 

 

Terlaksananya 

koordinasi 
penyelenggaraan 

trantibum diwilayah 

Kec. 

Benjeng 
100% 

 
69,005,600 

APBD  100

% 
61.946.000,00 

2.03 Kegiatan :  
2. Koordinasi upaya 

penyelenggaraan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

 

Jumlah 

penyelenggaraan 
Pemerintahan 
umum  sesuai 

dengan Penugasan 
Kepala Daerah 

Kec. 

Benjeng 
100% 21,443,600 APBD  100

% 
11.257.200,00 

01.6 PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 

DESA 

1. Persentase 

APBDes yang  

ditetapkan tepat 

waktu  
2. Persentase 

Kec. 

Benjeng 
100% 

  
88,591,000.0

0 
APBD  100

% 
90.277.600,00 
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Peraturan Desa  

yang dievaluasi dan  

diklarifikasi  
3. Persentase 

RKPDes yang  

ditetapkan tepat 

waktu 

2.01 Kegiatan :  

1. Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

 

Teralaksananya 

fasilitasi 

penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

Kec. 
Benjeng 

100%   88,591,000 APBD  100
% 

90.277.600,00 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

 
Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja 

diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, 

pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat 

Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplist rencana 

kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja 

perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat 

daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, 

lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang 

mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen 

rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran pembangunan. 

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman 

pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah 

tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 

berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat 

Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta 

pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di 

samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai 

tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan 

kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten. 

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan 

digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. 

Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, 
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cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja 

serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator 

kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan 

rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis 

Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran 

sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja 

akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran 

tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 

2026 berdasarkan SIPD-RI sesuai tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.8 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATA DAERAH OPD KECAMATAN BENJENG 

KAB. GRESIK TAHUN 2026 

 

NO KODE 

URUSAN / 
BIDANG 

URUSAN / 
PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
PROGRAM / 
KEGIATAN / 

SUB 
KEGIATAN 

TARG
ET 

AKHI
R 

PERI
ODE 
RENS
TRA 
OPD 

REALI
SASI 

CAPAI
AN 

RENJA 
OPD 

TAHUN 
2024 

PRAKI
RAAN 

CAPAIA
N 

TARGE
T 

RENJA 
OPD 

TAHUN 
2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELOM
POK 

SASAR
AN 

PRAKIRAAN MAJU 
RENCANA TAHUN 

2027 PERANG
KAT 

DAERAH 
PENANG
GUNG 
JAWAB 

TARGET 
2026 

PAGU 
INDIKATIF 

(Rp) 

LOKA
SI 

SUMBE
R DANA 

PRIORITAS 

TAR
GET 

PAGU 
INDIKATIF 

(Rp) NASIO
NAL 

DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

    KECAMATAN BENJENG 4.642.936.
072,00 

  5.345.716.7
48,00 

  

  7 UNSUR 
KEWILAYAH
AN 

          4.642.936.
072,00 

            5.345.716.7
48,00 

  

  7.01 KECAMATAN           4.642.936.
072,00 

            5.345.716.7
48,00 
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1, 7.01.01 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTA
HAN 
DAERAH 
KABUPATEN
/KOTA 

- -     - 4.451.289.
672,00 

          - 5.005.267.2
76,00 
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  7.01.01.2.
01 

Perencanaan, 
Penganggaran
, dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

- -     - 14.200.000,
00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 22.842.600,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
01.0001 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
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     Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

      4 
Dokumen 

6.930.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   10.366.400,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
01.0006 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
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      Jumlah 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

      4 Laporan 7.270.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   12.476.200,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
02 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

- -     - 3.957.918.7
31,00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 4.353.710.60
4,00 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
02.0001 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
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      Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

      22Orang/
bulan 

3.957.918.7
31,00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   4.353.710.60
4,00 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
06 

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

- -     - 49.757.541,
00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 144.824.512,
00 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
06.0002 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
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      Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

      8 Paket 26.722.600,
00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   46.006.334,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
06.0004 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
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      Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

      12 Paket 14.124.000,
00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   25.139.400,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
06.0005 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
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      Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
Disediakan 

      2 Paket 3.824.941,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   9.755.633,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
06.0006 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
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      Jumlah 
Dokumen 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

      24 
Dokumen 

3.000.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   3.300.000,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
06.0009 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
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      Jumlah 
Laporan 
Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

      12 
Laporan 

2.086.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   10.045.200,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
06.0011 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 
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      Jumlah 
Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik pada 
SKPD 

      12 
Dokumen 

0,00 Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   50.577.945,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
08 

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

- -     - 365.253.400
,00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 404.733.560,
00 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 



     

  116  

 

 

  7.01.01.2.
08.0002 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
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      Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 
yang 
Disediakan 

      12 
Laporan 

72.111.600,
00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   79.322.760,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
08.0003 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
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      Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

      12 
Laporan 

6.521.800,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   10.128.800,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
08.0004 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
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      Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 

      12 
Laporan 

286.620.000
,00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   315.282.000,
00 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
09 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

- -     - 64.160.000,
00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 79.156.000,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
09.0006 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
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      Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

      4 Unit 60.260.000,
00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   66.286.000,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
09.0007 

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 
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      Jumlah Aset 
Tetap Lainnya 
yang Dipelihara 

      2 Unit 3.900.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   12.870.000,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.01.2.
09.0009 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
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      Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire
habilitasi 

      2 Unit 0,00 Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   0,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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2, 7.01.02 PROGRAM 
PENYELENG
GARAAN 
PEMERINTA
HAN DAN 
PELAYANAN 
PUBLIK 

- -     - 10.860.000
,00 

          - 21.982.400,
00 
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  7.01.02.2.
02 

Penyelenggara
an Urusan 
Pemerintahan 
yang Tidak 
Dilaksanakan 
oleh Unit 
Kerja 
Perangkat 
Daerah yang 
Ada di 
Kecamatan 

- -     - 7.290.000,0
0 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 16.484.600,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.02.2.
02.0002 

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 
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      Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 
Percepatan 
Pencapaian 
Standar 
Pelayanan 
Minimal di 
Wilayah 
Kecamatan 

      9 Laporan 3.645.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   8.242.300,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.02.2.
02.0003 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 
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      Jumlah 
Laporan 
Peningkatan 
Efektifitas 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
kepada 
Masyarakat di 
Wilayah 
Kecamatan 

      23 
Laporan 

3.645.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   8.242.300,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.02.2.
04 

Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan 
yang 
Dilimpahkan 
kepada Camat 

- -     - 3.570.000,0
0 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 5.497.800,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.02.2.
04.0001 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 
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      Jumlah 
Dokumen Non 
Perizinan 
Usaha yang 
Dilaksanakan 

      23 
Dokumen 

3.570.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   5.497.800,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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3, 7.01.03 PROGRAM 
PEMBERDAY
AAN 
MASYARAKA
T DESA DAN 
KELURAHAN 

- -     - 115.404.40
0,00 

          - 200.572.372
,00 
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  7.01.03.2.
01 

Koordinasi 
Kegiatan 
Pemberdayaa
n Desa 

- -     - 49.240.000,
00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 92.713.500,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.03.2.
01.0001 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 
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      Jumlah 
Lembaga 
Kemasyarakata
n yang 
Berpartisipasi 
dalam Forum 
Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangunan 
di Desa 

      23 
Lembaga 
Kemasyar
ak atan 

27.030.000,
00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   29.881.500,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 



     

  142  

 

 

  7.01.03.2.
01.0003 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 
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      Jumlah 
Laporan 
Peningkatan 
Efektivitas 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Wilayah 
Kecamatan 

      23 
Laporan 

22.210.000,
00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   62.832.000,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.03.2.
03 

Pemberdayaa
n Lembaga 
Kemasyarakat
an Tingkat 
Kecamatan 

- -     - 66.164.400,
00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 107.858.872,
00 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.03.2.
03.0002 

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 

      Jumlah 
Lembaga 
Kemasyarakata
n yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

      23 
Lembaga 
Kemasyar
ak atan 

66.164.400,
00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   107.858.872,
00 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 

4, 7.01.04 PROGRAM 
KOORDINASI 
KETENTRAM
AN DAN 
KETERTIBAN 
UMUM 

- -     - 46.842.000
,00 

          - 55.005.500,
00 
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  7.01.04.2.
01 

Koordinasi 
Upaya 
Penyelenggara
an 
Ketenteraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

- -     - 43.242.000,
00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 48.457.200,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.04.2.
01.0001 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 



     

  148  

 

 

      Jumlah 
Laporan Hasil 
Sinergitas 
dengan 
Kepolisian 
Negara 
Republik 
Indonesia, 
Tentara 
Nasional 
Indonesia dan 
Instansi 
Vertikal di 
Wilayah 
Kecamatan 

      12 
Laporan 

43.242.000,
00 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   48.457.200,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.04.2.
02 

Koordinasi 
Penerapan 
dan 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah dan 
Peraturan 
Kepala 
Daerah 

- -     - 3.600.000,0
0 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 6.548.300,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.04.2.
02.0001 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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      Jumlah 
Laporan 
Koordinasi/Sin
ergi dengan 
Perangkat 
Daerah yang 
Tugas dan 
Fungsinya di 
Bidang 
Penegakan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 
dan/atau 
Kepolisian 
Negara 
Republik 
Indonesia 

      23 
Laporan 

3.600.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   6.548.300,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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5, 7.01.05 PROGRAM 
PENYELENG
GARAAN 
URUSAN 
PEMERINTA
HAN UMUM 

- -     - 4.535.000,
00 

          - 6.641.800,0
0 
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  7.01.05.2.
01 

Penyelenggara
an Urusan 
Pemerintahan 
Umum Sesuai 
Penugasan 
Kepala 
Daerah 

- -     - 4.535.000,0
0 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 6.641.800,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.05.2.
01.0002 

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 
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      Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Fasilitasi, 
Koordinasi dan 
Pembinaan 
(Bimtek, 
Sosialisasi, 
Konsultasi) 
Wawasan 
Kebangsaan 
dan Ketahanan 
Nasional 

      23 Orang 4.535.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   6.641.800,00 KECAMA
TAN 
BENJEN
G 



     

  156  

 

 

6, 7.01.06 PROGRAM 
PEMBINAAN 
DAN 
PENGAWASA
N 
PEMERINTA
HAN DESA 

- -     - 14.005.000
,00 

          - 56.247.400,
00 
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  7.01.06.2.
01 

Fasilitasi, 
Rekomendasi 
dan 
KoordinasiPe
mbinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

- -     - 14.005.000,
00 

    - #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

- - 56.247.400,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.06.2.
01.0002 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 
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      Jumlah 
Dokumen yang 
Difasilitasi 
dalam rangka 
Administrasi 
Tata 
Pemerintahan 
Desa 

      23 
Dokumen 

6.805.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   30.056.400,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  7.01.06.2.
01.0018 

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 
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      Jumlah 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Kawasan 
Perdesaan di 
Wilayah 
Kecamatan 

      23 
Laporan 

7.200.000,0
0 

Kab. 
Gresi
k, 
Benje
ng, 
Semu
a 
Kel/D
esa 

PENDAP
ATAN 
ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- #GRESIK_ 
TUNTASPen
guatan 
Reformasi 
Birokrasi 
didukung 
Pelayanan 
Publik 
Inklusif dan 
Responsif 
Gender 
serta Peng 
embangan 
Smart Gov 
ernance 
Berbasis 
Satu Data 
Pembangu 
nan 

-   26.191.000,0
0 

KECAMA
TAN 
BENJEN
G 
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  J U M L A H 4.642.936.
072,00 

  5.345.716.7
48,00 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, disampaikan 

kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut : 

1.  Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini 

ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 sebagai 

penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Tahun 2021 - 

2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana 

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 

Kecamatan Benjeng tahun 2026. 

2.  Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan tahun 2026 ini 

maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk 

dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing 

dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan. 

3.  Rencana Kerja Kecamatan Benjeng tahun 2026 ini akan dijadikan 

dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan 

sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. 

4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Benjeng 

tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah 
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Kecamatan di dalam 

melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

5. Renja Kecamatan Benjeng Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar 

pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2026 dan 

sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

organisasi tahun 2026 

6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Benjeng Tahun 

2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran 

organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahun 2026 

dan dapat dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan 

dalam Renja. 

 

Gresik, 04 Oktober 2025 

CAMAT BENJENG 

 

 
 

NURUL FUAD, S.Sos, MM. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19681103 199003 1 006 

 


